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KATA PENGANTAR 

Pu_1i dan syukur kita pan.1atkan keh::idirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan h1da}:ah-Nya penulis dapat menyelesa ikan Karya ilmiah ini dengan judul 

MASALAH PENYITAAN YAN(; DlLAKUKAN OLEH POLRI SELAKU 

PENYIDlK MENURUT KITAB ONDANG-llNDANG HUKUM A.CARA 

PIOANA. 

Karya ilrniah ini dapal disdesaikan berkr..t bantuan sernua pihak dan 

penulis juga menyadari ball\va karya ilmiah ini masih banyak kekurangannva 

karena prnulis sebagai manusia biasa yang tidul luptn dari kesilapan-kesilapan 

dan kesalahan-kesalahan. 

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kri!ikan-krilikan 

serta pendapat-pendapat dalam pernbuatan karva ilmiah di masa yang akan 

dalang. 

Medan, 
Penulis, 

2008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia rnempunyai sistem 

pernd1bn dan catur penegak hukurn. Namun dalam komponen peradilan yang 

cukup penting keberadaannya adalam kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisidn 

merupakrni bagian yang tidak dapCil dipisahkan wtara satu dengan !ainnya. karena 

merupakan bagian salu sisiern ~ ang terintegnsi . Sebagai suatu sistem, peradibn 

pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen 

lainnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1981 tentang KUHAP telah 

mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, penman dan tugas kepolisi an 

negara R.epublik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai 

penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap 

penyidik pegmvai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang. 

Dal.am KUHAP Pasal 1 bu1ir J disebutkan pengertin penyidik adalah 

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejawab pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

Pada dasamya Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum 

se1ia terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan 
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ketertiban m;is~'arakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, 

terselenggaran:rn fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainva tujuan 

nasional dengan menjun1ung tinggi hak azasi manusia. 

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negarn di bidang 

penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan 

rnasyaraknt da! am rangka ter:jaminnya ketertibar, dm1 legaknya hukum. 

Sa!ab satu tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya 

::; ebagai penyidik ialah untuk mebkukan peP\'el idikan terhad ap suatu tindak 

pidana Dalam pelaksanaan tug~ lersebut maka hal yang sangat esensial adalah 

penyitaan yang dilakui-::an polisi atas barang-barang yang dapat dijadikan sebagai 

bahan perr:.buktian terhadap suatu tindak pidana. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Dalam menguraikan dan mernbahas '·MASALAH PENYI f AAN YANG 

DlLAK UKAJ'-l OLEH POLRI SELAKU PENYIDIK MENU RUT KUHAP. Maka 

terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan 

judul karya ilmiah tersebut di atas. . -

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali ar1inya sebagai ruang 

lingkup dan batasan dalam melakukan pernbahasan. Diharapkan dengan adanya 

pengertian dan penegasan judul ini, maka di dapat suatu kesamaan pengertian 
' 

tentang apa yang dibahas dalam karya ilmiah ini. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan pen1ilihan judul di dalam pembahasan karya ilmiah ini 

adalah sebagai berikut : 

L Di S<:l lu pihak pen_ itaan itu bernrti suatu paksaan guna melaksana!-::311 suatu 

penyidikan dan di lain pihak adalah merupakan campur tangan pihak 

pemeri!·1tah terhadap kekuasaan ser~a hak rnilik prob::id i seseornng yang 

dilmdungi oleh hukum. Sesungguhnya tak seorangpun yang bo!eh dipaksa 

untuk menerima perlakuan secara se\\enang-weirnng terhadap kekuas J.an 

pribad tnya, keluarganya, rumahnya atau surat-suratnya. Demikianjuga dalarn 

hal pelaksanaan penyitaan yang dil akukan oleh hamba hukum kepolisian , 

penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana pelai.:.sanaan tugas anggota 

polisi terseb ut sehublmgan dengan hak milik probadi seseorm1g vm1g harta 

miliknva disita 

2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum terhadap gangguan atau 

penyerangan-p enyerangan terhadap dirinya secara demikian 

sesungguhnya pula seiiap orang n-tempunyai hak untuk I11 P'11punyai pemi!ikan 

baik secara perseorangan ataupun secara bersekutu dengan orang lain. Tidak 

seorangpun yang bo!eh dihil angkan hak. miliknya secara sewenang-\venang. 

Dalarn hubungan dengan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana 

tatacanmya seseorang tersebut mempe1iaha11kan hak-haknya apabi la perintah 

penyitaan ditujukan kepada hak-haknya tersebut karena sebab suatu perkara 

pidana 

3. Unt11k mencegah kesewenangan dalam rnencampuri persoalan yang dimah:~ '.·. 

di atas, KUHAP te!ah mernberilam pengaturan sedemikian detail dan salah 
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salu aturan yang dapat dikatakan sebagai prinsip dasar dmi penyitaan tersebut 

adalah bahwa penvidik harus mempunyai sum! izin dari Ketua Pengadilan 

Negeri setempat 

C. Permasalahan 

Di dalarn kehid·upan bermas,arakat sering teq ::idi kericuh an-keri cl;han, ha! 

mana timbul senbagai akibat adanya perbedaru1 h.ebutuhan ant ::ua sesarna manusia 

al aupun anggo!1 rnas\·arakat. 

Pada saat sekarang ini peraturan yang sdatma mengikat dw ada sanksi 

hukumnya bag i barang siapa >"·ang me~anggamya ki1a dapat lemui dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang dan Peraturan-peraturan 

lainn :a. 

Pemerintah Republik Indonesia tel ah pula berhas il mewujudkan satu karya 

besar da!am bidang Huh1m Acara Pidana yaitu dengan mengundangkan 

berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . 

Di rnana dalam Huk 11m Acan. Pidma !ersebut telah pula menempatkan 

POLRJ s~bagai penyidik tunggaL mak.a dalam hal ini per!u kiranya meningkatkan 

kemampuan teknis profesional maupun teknis juridis ,dalam melaksanakan 

penyitaan pada sua1u penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik 
• 

tunggal tentu mempunyai tugas yang lebih bernt. 

Hal iersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul persoalan yaitu 

POL RI dalam mel_aksanakan tugasnya, khususnya dalam ha! penyitaan tak jarcmg 

terdengar adanya tindakan penyidikan y2 : 1 ·~ ·dilakukan di luar dari yang 

seharusnya. 
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Dengan demikian yang menpdi permasalahan dalam pembahasan karYa 

ilmiah ini adalah : 

! . Sejauh manakah pclaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang 

q mg dilaksanaka.n oleh penyidik dalam praktek ·> 

2. Sejauh manakah kekuatan i1. in da ri Ketua Pengadilan Negeri kepada penyidik 

POLRI dalam melakubn !ugasnYa rnengadcikari penyitaan '1 

3. Bagaimana kedudukan benda ) ang disita \ersebu l jil-:a ternyata penyit aan yang 

dilatukan bertentangan dengan ke!entuan perundang-uml.a:1gan yang ada ·) 

D . . Hipotesa 

Dalmn penu!isan karya ilmiah ini pennli s mengemukakan hipot esa sebagai 

berikut • 

l . Bahwa daJam praktek !indaknn penyitaan yang dilakukan penyidik adalah 

rnenurut ketentuan undang-undanmg yang berlaku hanya saja terkadang 

ditemukan sebagai kecil perbuatan dari aparat yang melakukan penyi taan 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam r-:.elaksanr\.an 

lugasnya 

2. Pada dasamya penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat, hanrn saja dalam keadaan yang sangat perlu dan 

mcndesaL penyidik dap at mel akukan penyitaan tanpa surat iz in dari Ketua 

Pengadilan Negeri setampat 

3. Terhadap benda yang disita tersebut tidal,:: dapat diadal~an proses pemeriksaan 

dan kepada pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi 

atau tid ak me!akukan tuntutan ganti rugi sama sekali 
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E. Tujuan Pembahasan 

Tuju;.m dari dilakukan pembahasan korya ilmiah ini adalah sebaga i berikut: 

1. Untuk keperl uan s:?bagai salah salu persyaratan at au melengiapi pangkat 

ah:ademi s 

2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan rnengenai penyitaan ya ng dilakukan 

oleh POLRI se laku . penyiclik rnenuru t t(itab Undnng-Undang Hukum J\cara 

Pidmia (KUH AP) 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan kcrya ilmiah m1 penuli s mempergunakan metode 

penelitian dengan cara : 

1. Penelitian Kepustakaan (Librari Research) 

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masul.::an dari berbagai 

bahm1-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-

literatur peratlmm-peraturan maupun .:uga cbri majalah-majduh dan bahan 

pe1kul iahan penulis sendiri 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pada penelitian lapangan ini penulis mengacl2kan wmvancara terhadap aparat 
I 

instansi pemerintah (kepoli s ian) guna menghimpun data untuk keperluan yang 

dimaksud 
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BABU 

P~~NYITAAN SECARA UMU1''vl 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan 

Mcngenai pengertian penyi taan 
.. 
llll tidaklah terlalu sukar untuk 

rnengartikannya karena ketentuan KUHAP Sendiri telah dengan tegas memberikan 

arti terhadap pengertian dari peny ;raan ini . 

Pasal i butir l 6 KUHAP mmeberikan arti bahwa yang dimaksud engan 

penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergarak atau tidka bergerak , bernrujud 

atau tidka benvujud untuk kepentingan pembuktian daslam penyidikan, penuntutan 

dan perndilan. 

Dari pengertian penyitaan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa 

penyitaan itu dilakukan terhadap benda baik bergerak, tidak bergerak ataupun benda 

herw11jud maupun juga benda yang tidak berwujud . 

Sebelum menguraikan leb[h lanjut, penulis lebih dahulu menjelaskan tentang 

pembagian benda-benda yang· dirnaksud. 

Dari segi sifatnya, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah tiap benda 
• 

yang dapat dipindahkan ke tempat lain serta benda-benda lainnya yang oleh undang-

undang tidak dimasukkan ke dalam penger1ian benda tidak bergerak, misalnya 

. perabot rumah dan lain sebagainya. 

Mengenai bcnda-benda bergerak yang memang karena telah demikian 

ditetapkan rnasing-masing, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yaitu : 

7 
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1. Hak mcmerik hasil dan memakai 

2. Hak atas bunga yang hams dibayar selama hiduo seseorang 

3. Hak 1nenuntut di n1uka hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan 

kepada penggugat 

4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda ptnJaman suatu negara dan 

syrat-surat berharga iainnya 

t \\ 
~ \\_ 

5. 1]ak mengarang, oktroi dan cap 

Suatu benda yang dapat digo!ongkan pada benda yang tidakj bergerak ialah : 

1. Benda yang karena sifainya tidak bergerak, yaitu : 

a. tanah 

b. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh di situ yaitu karena 

berakar, bercabang seperti tanaman, buah-buahan yang belum dipetik 

c segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di situ yaitu karena 

tertanam atau terpaku 

2. Benda yang karena ditujukan supaya menjadi l (satu) oleb karena dipakai terns-

menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu 

pabrik, ketel dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus-menerus 

berqda di situ dipergunakan dalam menjalankan pabrik 

3. Beberapa hak atas bend a-bend a tidak bergerak 

Perincian antara benda bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas didasarkan 

atas sifat, tujuan se11a penetapan undang-undang. 

Bila kita lihat sejenak Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, di sana dijelaskan 

bahwa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian 

8 
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diduga diperoleh dari tindka pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Menurut 

hemat penulis, Pasal 39 ayat (l) huruf a KUHAP di :itas secara tidak langsung telah 

rnernbukJ kernungkinan bagi penyidi k untuk rnel akukan penyitaan atas benda yang 

tidak berwujucl. 

Selanjutnya ketentuan penyitaan yarig terdapat dal am KUH AP juga membuka 

kernungkinan untuk rnelakukan penyitaan di mana barang yang akan di s;ta tersebut 

telah dikuasa i btrena perkara perdata atau karena pai lit . 

Bila kita bandingkan sejeaak dengan ketentuan penyitaan dalam Huhtm 

Acara Pidana yang lama (HIR), maka rnengenai penyitaan benda ya ng tidak berv.ujud 

tersebut demikian juga den3an penyitaan yang berkaitan dengan kepailitan atau 

karena telah disita oleh pengadilan dalam perkara perdata. HJR sama sekali tidak ada 

memberikan pengaturannya. 

Dan yang pertama kali memperkenalkan penyitaan atas bcnda-benda yang 

tidak benvujud adalah Undang-Undang Tindak Ekonomi (Undang-l.fndang Nomor 7 

Tahun 1955) yang menyadur ·wet op de economische delicte1111egeri Belanda, dengan 

demikian "apa yang terdapal dalam H11k11m Acara Pidana sepanjang dalam soal 

penyitaan terseblll di atas adalah merupakan pembaharuan hukum dalam bidang 

hukum acclfa pidana Indonesia" . 

Berbicara mengenai penyita.an, maka dalam pelbagai literamr hukum tidak 

<la.pat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan tentang penyitaan antara 

·lain : 

9 
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1. Stbl 1893 Nomor 240. Regeling der bavoegheid om brieven en andere stukken op 

de post kantoren aan te houden en in beslag te nemen (aturan tentang kewenangan 

menahan dan men yita surat dan stukken yang lain di kantor pos) 

2 Ordonansi Pos 1935 (Stbl 1934 Nomor 720) 

Pasal 33 : Pegawai penyidik dan PTT serta doane berhak menahan dan 

menggeiedah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan 

membuat berita acaranya . Kiriman itu dapat disita 

3. Stbl. 1876 Nomor 257 jo Stbl. Nomor 604 Pasal 11 (2) dan (3) yaitu tentang 

pegawai telegram wajib melaporkan kejahatan-kejahatan yang direr.casnakan atau 

telah dilakukan yang telah diketahuinya dalam melakukan kewajibannya.. 

Selanjutnya hakim berwenang mernerintahkan penyerahan naskah asli atau 

saiinannya yaDg diduga dapat berguna sebagai alat bukti dalam perkara pidana. 

Pasal 11 ayat ( 1) menyebutkan bahwa pegawai suatu jawatan tel egram wajik tidak 

rnengetuk melainkan menc:_han serta tuidak mei1yerahkan telegram yang isinya 

rnembahayakan keamanan negara a.tau d;:-.nggap l-erlawanan dengan undang-

undang negara, ketertiban-kete11iban urnum dan kesusialaan 

4. Stbl. 1930 Nomor 31 memberi wewenang kepada penyidik untuk perkani-perkara 

kejahatan keamanan negara yang tercantum dalarn Pasal 104, l 08, l l 0 dan 111 . . 
bis KUH Pidana, menyit? barang-barang bukti yang tidka terdapat di tempat 

diadakan penyitaan barang-barang 

5. Stbl. 1865 Nomor 34 penyitaan rnengenai Landsmiddelen atau pachten 
( I 
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6. Stbl. 1887 Nomor 489 penyitaan dalam hal perdagangan narkotika/candu gelap -

sekarang mengena1 ha! itu telah diatur da!arn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1976 

7. StbL 1914 Nomor 631 jo Nomor 672 penyitaan dalam pe!anggaran Pc.sal 

283 , 202, 293 , 295, 297, 299 dan Pasal 303 KUH Pidana 

Undang-undang di atas merupakan kelompo1Y'k undang-undang lama yang 

dibuat oleh pemerintah koloniciJ . Selanjutnya dalam perundang-undangan baru diatur 

pula penyitaan yang bersifat khusus di luar ketentuan KUHAP, yaitu : 

1. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Unaang Nomor 7 Tal1lin 

1955) yang pada Pasal 18 ayat 91) menyebutkan "pegawai pengusut setiap waktu 

berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan keterangan ata11 yang dapat dirampas atau 

dimusnahkan menurut keterangan undang-11ndang'· 

2. Undang-Lfadang Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 , 

meng~tur secara khusus tentang penyitaan yang disebutkannya dalam .Pasal ] 2 

yakni "penyifik berhak memb11kaimemeriksa dan menyita s11rat-surat dan kiriman 

melalu badan pos, telekomunikasi ~ktng dicurigai mempunyai hubungan dengan 

perh:up korupsi yang sed1.1ng diperiksa" 

3. Undang-Undang Lalu Lintas Devisa (lJndang-Undang Nomor 32 Tahun 1964) 

Pasal 26 rnenyebutkan : 

a. untuk penyidikan tindak pidana yang tersebut da1am undang-undang ini, di 

' I ' 

samp1ng pegawia-peg('tWai yang pada umumnya diberi menyidik tindak 

pidana ditunjuk pula : 
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1) pegawai bea clan cukai 

2) pegawai birn yang ditunjuk oleh dewan 

b. pegawai penyidik tersebut di atas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan 

penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita 

daripada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau 

yang dapat diperintahkan untuk merampas, memusn ahkan atau dirl'sakan 

supaya tidak dapat dipakai lagi . 

B. Yang Berwenang Melaku ka11 Penyitaan 

Penyitaan rnerupakan tindakan hukurn yang dilakukan pada tiap penyidikan. 

Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk clan 

atasmam penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan 

µenyitaan hanya dapat dilakukan penyidik "peny ;d;k " . Dengan pengasan pada Pasal 

38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik yang berwenang rnelakukan 

tindakan penyitaan 

Penegasan ini dimmplernentasikan untuka danya kepastian hukum . Agar ticlak 

terjadi simpang siur yang kita alami pada masa yang lalu di mana Polri clan penuntut 

umum saJ11a-sama berwenang melakukan penyitaan. Sebagai akibat dari status 

rnereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. 

Dalam Pasal 7 KUHAP ditegaskan bahwa penyidik karena kewajibannya 

. mempunyai kewenangan melakukan penangkjapan, penahanan, penggeledahan clan 

penyitaan. Untuk mengetahui siapa saja yang dimaksu dengan orang yang berhak 

sebagai penyidik maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat ( 1) huruf a, secara tegas 
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instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi 

negara, jadi KUHAP telah meletakan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada 

instansi kep0lisian_ 

Di samping pejabat penyidik POLRI KUHAP juga memberi we\venang 

kepada pejabat pegawai negeri sipipl yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai 

fungsi dan wewenang sebagai pen:,'idik seperti yang telah diatur dan ditentukan dalam 

Pasal 6 ayat (I) hL1rufb KUHAP_ 

Akan tetapi harus diingat wev.:enang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat 

penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan 

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. lni sesuai dengan 

pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal l ayat (2) KUHAP yang 

berbunyi "penyidik peRawai negeri sipil sebagaimana yar1g dimaksud pada Pasal 6 

ayat (1) h1m!f b 111emp1H~yai 1vewenang ses11ai dengan undang-undang uang met!Jndi 

/andasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di 

bawah koordinusi dan di bawah penf(awasan penyidik POLRI 

Agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan seuagai penyidik, 

pejabat Polri yang bersangkutan harus memnuhi syarat kepangkatan sebagaiman hal 

itu telah ~iegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang mana dalam penjelasan Pasal 

6 dimaksud telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepanJkatan pejabat 

penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan 

negen. 

Dalam pengaturan masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang 

dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, amak Peraturan Pemerintah Nomor 
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27 Tahun 1983 menentukan syarat-syarat kepangkatan pejabat penyidik kepolisian, 

yakni pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun I 983 memberikan 

perincina sebagai berikut : 

pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus rnernnuhi syarat 

kcpangkatan dan pengangkatan : 

l . Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi 

2 Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua ap~bila dalam 

ssuatu sektir kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan 

Dua Polisi 

3. Ditunjuk dan diangkr..t oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

penyidik Pembantu 

Mengenai syarat kepangkatan utnuk dapat diangkat sebagai penyidik 

pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tabun 1983 yang 

rnenyeburkan pejabat Polisi yang dapat diangkat sebn.gai pen,·idik pembantu adalah : 

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Seran Dua Polisi 

'2 . Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan sy.1rat 

sekur~ng-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) 

3_ Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau 

pimpinan kesatuan masing-masing 

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. 
( ', ' 

5esudah lewat taraf penyidikan takj dapat lagi dilakukan penyitaan UlhUk dan atas 

0ama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan "pe;~yitaan 
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hanya Japat dilakukan oleh pet~vidik ". Dengan penegasan Pasal 3 8 KU HAP tersebut 

telah ditentukan dengan pasti , hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan 

penyitaan. 

Penegasan ini dirnaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi 

simpang siru seperti yang kita alami pada masa ya;1g lalu di rnana Po1ri dan penuntut 

umum sama-sarna berwenang melakukan penyidikan . Kesimpang siuran inilah yang 

dipe~·baharui KUHAP, dcngan meletakan landasan differensiasi Jan spesialisasi 

fungsional secara instansional, seperti yang kita jelaskan pada uraian di atas. 

Sama sekali ha! ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan 

pada tingkat penuntutan a.tau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian 

pelaksanaan penyitaan mesti dimintakan kepada aparat penyidik. Seandainya dalam 

pemeriksaan pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu 

barang, maka itu hakim mengeluarkan penetapa.n yang mernerintahkan penyidik 

untuk melaksanak:ln penyitaan barang dimaksud. 

C. Bentuk dan Tata Cara Melakukan Penyitaan 

Dalam mernperhatikan peraturan ' yang menggariskan penyitaan, undang-

undang telah membedakan beberapa macarn bentuk tatacara penyitaan. Ada 
• 

penyitaan yang berbentuk biasa dengan tatacara pelaksanaan yang biasa pula. Bentuk 

yang biasa dengan tatacara yang biasa inilah sebagai landasan dan aturan umum 

J.ienyitaan. Akan tetapi, tentu pembuat undang-undang telah mernperkirakan kian 

segala kemungkinan-kernungkina.;\ yang akan timbul dalam konkreto. Berdasarkan 

pada perkiraan kemungkinan itulah barangkali yang mendorong pembuat undang-
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undang rnengatur berbagai bentuk dan tatacara penyitaan, agar benar-benar aturan 

penyitaan itu bisa terlaksana efektif dalam segala keja.dian. 

Seperti yang akan kita lihat nanti di1lam uraian-uraian sela.njutnya, di samping 

bentuk dan tatacara penyitaan yang biasa atau urnum, terdanat Jagi bentuk dan 
• • • - J ..... J 

tatacara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak serta penyitaan dalam keada.an 

tertangkaµ tangan dan penyitaan tidak langsung berupa perintah penmyerahan barang 

yang perlu disita oleh penyiclik kepada pemilik atau perr.egang benda 

Di bawah ini akan cliuraikan satu persatu tentang bentuk clan tatacara 

penyitaan : 

1. Bentuk penyitaan biasa dan tata caranya : 

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa iniiah merupakan aturan umurn 

penyitaan. Selama masih mungkin clan tidak ada hai-hal yang luar biasa atau 

keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa 

inilah yang hams diternpuh penyidik. Penyimpangan dari aturan dan tatacara 

biasa, hanya dapat dilakukan biia terdapat keadaan-keadaan yang mengharukan 

untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan 

yang. mengikuti peristi\va itu dalarn kenyataan. 

Adap;.in tatacra peiaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau yang umum dapat 

kita uraikan sebagai berikut : 

a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengaditan Negeri 

Sebelurn penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu dia 

harus rnerninta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam 

permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan 
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pent;ngnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik 

sebagai barang bukti untuk peny idikan, penuntutan dan untuk barang bukti 

dalam persidangan nant: 

b. Memperlihat atau menunjukan tanda pengenal 

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik ialah menunjukkan tanda 

pengenai jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita . Hal ini perlu 

agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar 

berhadapan dengan petugas peny idik (Pasal 128 KUHAP). Dengan adanya 

ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenalnya, orang yang 

hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan 

c . Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP) 

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari 

mana memperlihatkan benda itu dilakukan terhadap kduarganya. Hal ini pun 

untuk sekedar menjamin adanya kejelasan ataas benda yang disita 

d. Penyitaan dan memperiihatkan benda sitaan harus di saksikan oleh Kepala 

Desa atau ketua Lingkuan dan 2 (dua) orang saksi 

Syarat atau tatacara seperti di atas, adanya kesaksian dalam penyitaan dan 

memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat 
• 

penyidik akan melakukan penyitaan, dia harus mernbawa saks;-saksi ke 

tempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri darri 

3 (tiga) orang saksi. Saksi pertama dan utama Kepala Desa atau Ketua 

Lingkungan dan ditambah 2 (dua) orang saksi lainnya (Pasal 129 ayat (1) 

KUH AP) 
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e. Membuat berita acara penyitaan 

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP yang 

mertjelaskan, setelah berita acara selesai dibuat , penyidik membacakannya 

dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada 

keluarganya dan kepada ketiga orang saksi, jika rr:erek:i telah dapat menerima 

clan rnenyetujui isi berita acara. barulah penyidik memberi tanggal pacb })erita 

acara, kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, n1asing-

masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara 

f Menyarnpaikan turunan berita acara penyitaan 

Klau diperhatikan kcwajiban penyidik dalam penyarnpatan turun?n berita 

acara penyitaan, pembuat undang-undang nampaknya sangat cenderung agar 

tindakan penyidik c.lalam rnelaksanakan wewenangnya rnelakukan penyitaan, 

benar-benar diawasi dan terkendali 

g. Membungkus benda sitaan 

Demi untuk menjag;;i keselamatan benda sitaa·:, Pasal ) 30 KUH.AP telah 

menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, yaitu dicatat beratnya atau 

jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan, dicatat hari , tanggal ' 

penyitaan, tempat dilakukan penyitaan, identitas orang dari mana benda itu 
• 

disita serta kemudian diberi \ak dan cao jabatan dan ditanda tangani oleh 

penyidik 1 

( ~ I 

M. Yahya Harahnp, Pembalwsun Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pcncrbit Puslaka 
Kartini, Jakarta, 2005, hal 287 

18 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak 

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan 

terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUH AP memberi kemungkinan untuk melakukan 

tindakan penyitaan tanpa melalui tatacara ditentukan Pasa! 38 ay<.t (1) KUIIAP . 

Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat 

sesuai dcngan keadaan yang diper!ukan . Sebab seandain/a pada setiap kasus 

penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasa! 

38 ayat (1) KUHAP, kemungkinan besar penyidik harus menghadapi hambatan-

hambatan dalam pencarian dan peccmuan bukti suatu tindak pidana. Untuk 

menjaga kemungkinar. terjadinya kemacetan dan hambatan pada suatu kasus 

tertentu yang mengharuskan penyidik mesti segera bertindak dalam keadaan yang 

sangat perlu dan mtndesak dia dapat menempuh tata cara penyitaan yang 

ditentukan Pasal 41. Landasan alasan peny1rnpangan ini didasarkan kepada 

kriteris, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. 

Sekarang mar' kita ta•acara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan 

mendesak: 

a. tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri 

b. penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas 
• 

benda bergerak saja 

c . wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri 

. 2 
setempat guna mendapatkan persetujuan 

2 Ibitl, hal. 293 
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3. Penyitaan dalam keadaan te11angkap tangan 

Penyitaan suatu benda sitaan dalarn keadaan tertangkap tangan juga merupakan 

pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadc:na te11angkap tangan, penyidik 

dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat : 

a. yang langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana 

b. atau benda dan alat vang patut diduga telah dipergunakan untuk nielakukan 

tindak pidana 

c. atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti 

4. Penyitaan tidak langsung 

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan kita rnengenal bentuk rl.an tatacara 

penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos 

atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, rnaka Pasal 42 

memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya bencla yang 

hcndak disita tidak langsung didatangi clan diambil sendiri oleh penyidik dari 

tangaa dan kekuasan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. 

Tetapi seolah-olah penyidik mengajak yang bersangkutan untuk rnenyerahkan 

sendiri b.:nda yang hendak disita dengan sukarela 

5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain 
• 

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP ini 

adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana 

orang te1tentu yang menyunpan atau menguasa1 surat itu diwajibkan 

:nerahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja surat dari pejabat notaris. 

Dalam ha! 101 harus dibedakan dengan surat yang menganykut rahasia negara . 

20 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Jadi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk 

merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan oleh 

penyidik, penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri. 

Akan tetapi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk 

merahasiakan tidak setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, maka dalam 

ha! seperti ini µenyitaan hanya dapat c.-Llakukan ci.tas izi n khusus ketua pengadil an 

negeri setempat 

D. Peayimpanan Bend.a Sitaan 

Setelah penyidik atau penyelidik meiakukan tugasnya dalam penyitaan, rnaka 

hal selanjutnya adalah tentang penyimpanan benda sitaan tersebut 

Sebelurn perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh hakim, maka barang 

bukti yang diajukan dalarn persidangan tersebut disimpan dalam rnrnah penyimpanan 

benda sitaan negara (RUPBASAN). 

Yang dimaksud dengan Rumab Penyimpanan Benda Sitaan Negara 

(RUPBASAN) adalah suatu ternpat dari benda-benda yang disita oleh negara untuk 

keperluan proses peradilan. Hal ini diatur dalam pelaksanaan KUHAP - Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 . 
• 

Lebih lanjut Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun • J 983 

menyebutkan : 

1. Di tiap ibukota/kota dibentuk RUPBASAN oleh Menteri 

2. Apabila dipanda.ng perlu Menteri dapat membentuk RlJPBASAN di luar tempat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (.1) yang merupakan cabang RUPBAS.Ai"l\J 
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3. Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

Lembaga RUPBASAN ini berada di bawah naungan departemen Kehakiman 

dan sebelum ada terbentuk lembaga m1 artinya sebelum ada peraturan 

pelaksanaannya make. segala penyirnpanan benda sitaan dilakukan oleh pejabat yang 

berv,·enang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. 

Selanjutnya mengenai pe ngurusan dari bend3 sitaan 1111 dapatlah diuraikan 

sebagai berikut "terhadap benda yang terlarang ata11 terlarang zmtuk diedarkan" . 

Dalam ha! tersebut maka benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara 

atau dimusnahkan. Yang dirnaksud dengan dirampas untuk negara adalah benda yang 

disita tersebut diserahkan kepada departernen yang bersangkutan sesuai de 'lgan 

perundang-undangan yang berlaku, misalnya senjata api, obat-obatan dan sebagainya. 

Sedangkan yang d[maksud dengan dirampas untun dimusnahkan adalah tiap 

benda yang sifatnya sedemikian rupa sehingga han!S dimusnahkan hingga dapat 

dipakai !agi misalnya uang palu, alat untuk membuat uang palsu, narkotika dan 

sebagainya. 

Mengenai pengurusan dari senjata api , Jaksa Agung Republik Indonesia suatu 

instruksinya Nomor Insir, 008/JA/10/1972 yang menginstruksikan kepada seluruh 

Kepala Kejaksaan Tinggi tentang hal-hal sebagai berikut : . 
1. Melaporkan semua ba.rang bukti rampas c. n senjata api dan bahan peledak 

2. Segera memusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi senjata api, amuni si dan 

bahan peledak yang rusak dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dengan disaksikan 
( • 

oleh pejabat setempat yang berwenang 
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3. Segera mengiri mkan laporan tersebut pada angka ( l) dan la po ran acara 

pemusnahan tersebut pada angka (2) kepada Jak sa Agung Republik Indonesia up . 

Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Mudang Biclang Pembiaan 

4 . Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka ( J) untuk kepentingan 

dinas termasuk senjata api clan amuni si ya ng te!r.h digunakan, sebelum 

dipergunakan. sebelum dikeiuarkan instruksi ini disampai ka11 kepod a Jaksa 

Agung Republik Indonesia up . Ja.ksa f,.gung Mudan Bidang Intel oleh Kejati yang 

berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan 

5. Melaksanakan instrnksi ini dengan penuh r:.:sa tanggung jawab 

Selanjutnya mengenai benda sitaan yang ben..ipa obat-obatan, maka 

sebagaimana dengan perJanJian kerjasama antara Jaksa Agung dengan menteri 

Kesehatan tanggal 8 Juli 1983, maka pemusnahannya diserhkan kepada Dinas 

Kesehatan, hal ini memang selaras dengan bunyi Pasal 45 ayat 94) KUH Pidana 

terhadap benda yang disita tersebut mudah ru sak atau yang lekas rnsak atau yang 

membaha ya kan. 

Jika benda yang disita tersebut mudah rusak atau rnembahayakan sehingga 

tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut 

mernperoleh kekuatan hukum yang tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut . 
menjadi sangat tinggi maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersa ngka atau 

kuasanya, dapatlah diambil tindakan : 

1. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda 

tersebut dapat dijual atau dilel ang atau r diamankan oleh penyidik atau penuntut 

umum dengan disaksikan oleh yang bersangkutan atau kuasanya 
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2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan benda tersebut dapat diamankan 

atau ijual !e lag oleh penuntut urnurn alas izin hakim yang menyidangkan 

perkaranya dan ctisaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, Pasal 45 ayat ( t) 

KUH AP 

Pelaksanaan lelang d!lakukan di Kantor Lel ang Negara, setelah diad3kan 

konsult8si dengan pilrnk penyiclik atau penuntut umun1 seternµat atau !rnkim yang 

bersa:1gkutan (sesuai de r1.~an tingkat pe111 erik sa ~d1nya) dan lernbaga yang ahli dalam 

rnenentukan sifat benda lekas rusak. Kemudian uang hasil pelelangan dipakai sebagai 

barang bukti (Pasal 45 ay8t (2)), sedangkan yang unt1.1k bahan p<:mbuktian sedapat 

mungkin disisihkan sebahagian kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (5 ) KUH ,ii._;TJ) 

Mengenai pengurusan benda sitaan ini, maka menurut hemat penulis adalah 

ma sal ah tanggung ja\vab dari oknum/instansi yang mengurusnya . Dikatabn 

sedemikian karena tidak menutup ke1nungklnan bah\\'a benda yang disita tersebut 

akan rusak/h ilang ataupun diganti dengan benda lain baik sebahagian ataupun 

seluruhnya 

Da!an1 hat ini dapat dimisa!kan 7 pada barang bu kt1 hasll perjudian yang disita 

sebesar lebih dari Fp_ 54.000 .000,- (lima pu!uh empat juta rupiah) dan tatkala 

diajukan ~e pengadilan uang tersebut hanya berjurnlah kurang dari Rp . 2.000.000,-

tersebut untuk melengkapi barang bukti sebagaimanan yang seharusnya tertera dalam 

berita acara penyitaan. 

Tind r kan yang sedemikian tersebut amatlah memalukan pihak kejaksaa.n_ Dan 

hal tersebut dapat mengakibatkan cacatnya pelaksanaan penyitaan yang dilak:ukan. 
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I'v1engenai tanggung ajwab di atas. Pasal 44 ayat 92) Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 , menjelaskan tentang pejabat atas benda-benda sitaan tersebut 

sebagai berikut "tiap ,nejabar ya11g mt!ak'itt11aka11 pe11g1rmsa11 hem/a sifua11 oleh 

Pera/uran Femerintah Nomor 27 /'oh1111 i983 tn embagi !m1gg;ing jawab iftt atas 

heberapa hagian, yaitu : 

\ . Tanggung Jawab Juridis 

Secarn juridi s maka ~iap pej ab<lt har.us bertangsung jawab, tanggung jawab mana 

sesuai dengan di mana tingkat perncriksaan itu berada (Pasal 30 Undang-Undang 

Nomor 27 ·~ahun 1983) dan rr1engenai tanggung jawab terhadap benda sitaan ini 

KlJI-IAP juga telah mempertegasnya di dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang 

berbunyi "penyimpanan benda si/aan difaksanakan dengcn sebaik-baiknya dan 

tanggu11gja11·ob atasnya ada pada pejahat yang berwenang sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan dctlam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk 

diperrs11nokan oleh siapapzm_Juga ,. 

2 . Tang:gung Jav.rab Fi sik 

Secara fisik maka yang bertanggung jawab adalah kepala RUPBASAN . Jadi 

kepala RUPBASAN-lah yang bertanggung jawab tentang cacat, hi!ang dan 

sebagainya atas benda sitaan tersebut (Pasal 30 ayat (3)) 
• 

3. Tanggung Ja\vab Administrasi 

Mengenai pengurusan dan sistem admini stasinya, maka tanggung javvab ini juga 

dipikul oleh kepala RUPBASAN. Jadi sebelum ada terbentuknya RUPBASA__N, 

maka tanggung ajwab ini sepenuhnya baik fisik, administrasi, juridis berada pada 

pejabat setingkat di mana pemeriksaan itu berada. 
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Satu ha! yang merupakan perkernbangan at<lu kemajuan hukum di bidang 

pengurusan benda sitaan adalah adanya kctentuan bahwa selama barang sitaan tidak 

dapat dipinjam pakaikan (ri;den beslag) terhadap kenderaan bermotor, hal ini akan 

lebih jelas, di mana terhadap kenderaan bermotcr pejabat tersebut sering merninjarn 

pakainya. Tentu abn menJadi dar1 timbul rnasalah bagairnana jika kenderaan tersebut 

tabrakan ataupun rn enjadi ru sak. 
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BAB HI 

PENYITAAN YANC DILAKUKAN PENYIDIK MENlJRUT 

[<.JTAB lJNDANG-lJNOANG l-llJKlJM A.CARA PlDANA 

A. Macam-macam Benda Sitaan 

Untuk kL~penting<).n pcmbuktian. baik di tingkat pcnvidikan. penuntuta.ri 

ataupun µeradilan. penyidik dapat melakukan tmdcikan penyitaan. yakni dengan 

C<tia m enga1nbil alih dan/atau rn enyi n~pan di bm.Yah penguasaan11ya atas bend8 

bergerak atau tidak bergerak ataupun bernu_1ud dan yang tidak berwujud . 

Dari pengertian . a.rig dilangsir penulis dari Pasa! J point ke 16 KUHAP. 

dapatlah diuraikan bah,va rnacam-macam henda yang dapat disita tersebut dapat 

dibagi atas beberapa golongan, yakni • 

1. Benda begerak dan benda tidak bergerak 

2 . Benda bernujud dan benda iidak benrnjud 

1. Benda be.-ge.-ak dan benda tidak bergerak 

Berbicara mengena1 kata bencia maka p engerti annya adalah sangat begitu 

luas, jika diartikan sebagai hak yakni sebaga1 objek atau lawan dari subjek. 

Jika diartikan dalam yang lain benda adalah sebagai barang yang dapat 

dilihat atau benrnj ud. 

Perkataan benda dapat .1uga dipakai sebagai kekayam1 seseorang dan jika 

demikian maka benda yang dimaksud daµat mencakup semua hal yang dimaksud 

dalarn 4 (empat) point di atas. 
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Berdasaekan sifatnya. maka yang dimaksud dengan benda bergerak 

tersebut adalah ti ap benda atau barnng yang dapat dipindahkan ke ternp at lain 

seria benda-benda la1nnya yang rnenurut undang-undang tidak dimasukkan da!am 

pengertian benda tidak bergerak Misalnya perabot rumah tangga dan sebagainya. 

Mengenai bena bergerak ini undang-undang juga telah memasukkan ke 

dalarn 2 (dua) .kaieosori )mitu : 

1. Benda terlarang seperti senjata ap1 tanpa ijin, bahan peledak. 0ahan-bahan 

kim,a tertentu dan lain-l ain 

2 Benda yang teriarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau majalah 

dan ftlm porno, uarig palsu dan lain-lain 

Selanjuh1ya mengenai benda berg1::rak, oleh un<lang-undang telah 

dite!apkan sebagai benda bergerak, misalnya beberapa hak atas benda bergerak 

nkni : 

1. Hak memerik hasil dan memakai 

2. Hak atas bunga yang harus dibayar selarna hiduo seseorang 

3. HaJ;: menuntut di rnuka hakirn supaya uang tunai atau barang bergera~ 

diserahkan keµada penggugat 

4 . Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan 

syrat-surat berharga lainnya 

5. Hak mengarnng, ol...i ro1 dan cap 
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Mengenai benda-benda tidak bergerak ini dibagi menJadi : 

1. Bend8 yang karen8 s1fatnya tidak bergerak_ ,,.aitu · 

a. tanah 

b. segala sesua!u vrrng bersatu dengan tanah karena turnbuh di situ \·ailu 

karena berakar_ bercabang seperti tanaman_ buah-buahan yang bclum 

dtpe!ik 

c. segala sesuatu ~-ang bersatu dengan tanJh karena didirikan di situ \ aitu 

karena tertanam atau terpaku 

2. Benda yang karena ditujuk~n supaya rnenjadi 1 (satu) oleh karena dipakai 

terus-menerus dengw barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari 

suatu pabrik, ketel dan alat-alat lainnya yang dirnaksudkan supaya terus

menerus berada di situ dipergunakan dalarn menjalankan pabrik 

Jadi pengkategorian benda bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas 

didasarkan pada penggolongan atas sifaL tujuan serta penetapan u.ndang-und ang. 

2. Benda Benvujud dan Renda Tidak Benvujud 

Bila kita kaitkan dengan masalah pern·iu1an \·:mg menjadi f'o l-.:us bahas<in 

kita_ maka pada dasarr:Ya tiap benda yang rnempunyai \rnjud tersebut, misalnya 

papan, batu dan sebaginya asalkar1 ada kaitanma dengan suatu tindak pidana 

maka benda tersebut dapat disita. 

Benda yang tidak benrnjud dimaksud adalaJ1 suatu peija.rijian yang abstrak 

artinya benda yang dimaksud tidak kehhatan, misalnya tagihan-tagihan_ Dalam 

kaitanny<:-.' er.tgan penyitaan. dijelaskan bah,va tiap benda atau tagiha.11 tersangka 

atau terdakwa yang seluruh ataupun sebahagian diduga diperoleh karena suatu 

29 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



tindnk pidana atau sebagai basil tindak pidana dapat dikenakan penyitaan (Pasal 

39 ayat (l) sub a KUHAP). 

Jadi ketentuan KU HAP tidak sccara jelas men:·ebutkan b:ilm·a benda tidak 

bernu_iud tt'rsebut dapal cl isila namun jib ki\a !a!sirbn Pasal 39 m·at (l) sub a 

tersebut yakni adanya perkataan tagihan tersanrka a.tau terdak\\"Cl rnaka dapatlah 

diuraikan b a~1\rn benda tid8k hem ujud tersebut d8pa1 _juga disita_ 

Dalwn pasal 39 ayal ( l) point a disebutkan. yang dapa1 di sita <'dalah 

··bendo o tw1 wgzhon tersangka o tau terdokwo vang sclurnh a 1u11 scbagohion 

didugo dipero/eh dori tindak pidana atau sehagai hosi! dari tindak pidana ··. 

Sebagai contoh dapat dwraikan sebagai berikut : 

Hal mana sering terjadi dalam kasus-kasus k0rupsi_ Misc:ilnya kita sebut saja 

Sopoyono. seorang yang disidik sebagai tersangka tindak pidana korupsi a1au 

uang negara sebesar Rp_ l _000.000 000.- (satu milyar rupial1)_ 

Maka sega!a harta-hartanya yang diperoleh se jak tanggal !Jeristi-1\a ka:ms 

penyelewengan itu dimulai, maka penyidik dapat meletakan si1a terhadap harta 

benda rn1lik si tersangka tersebut 

Dalam hal ini acapkali si tersangka lebih dahulu melakukan pengalihan 

ataupun harta tersebut dibuat bukan atas namanya ataupun keluarganya kandung_ 

Dan sebagai penutup dalam sub bab ini dapatlah dikemukakan tentang benda-

benda yang dapat disita sebagaimana ~1ang termaktub dalarn Pasrrl 29 KUHAP 

yang menyatakan : 

l. Yang dapat dikenabm penyitaan adalah : 

a_ benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana 
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b. benda yang telah di pergunakan secara Iangsung untuk rne!akukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannva 

c. benda : ang di pergunakan untuk menghabng-halangi penvidikan sualu 

tindak pidana 

d. benda vang khusus dibuat untuk dipergunakan untuk melakuka.n tindak 

pidana 

e. bend a yang mempunvm huhungan langsung dengan tindak pid8113 \ ang 

di.lakukan 

2. Benda yang berada dalam s itaan karena perkara perd1ta atau karena pailit 

dapatjuga disita untuk kepentingan penyidikan. penuntutan dan mengadili 

B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran l\fateriil 

Sebagaimana kita ketahui . hukum itu bertujuan untuk 111engatur tata terlib 

dalam masyarakat. Dan agar masyarakat itll tersebut tunduk dan pzi.1uh terhadap 

hukum tersebut maka kaidah-kaidali.nya harnslah dilangkapi dengan anasir yang 

memaksa (dwangelemen!). 3 

Pada zaman ra1a-raja dahulu hukum itll bcgitu otoriter yang menindas 

rak·yat banyak secarn semena-mena. Sehingga tidak jarang penguasa pada waktu 

tersebut melakukan tindakan yang merugikan rakyat »ang mana aturan hukumnya 

tidak ada mengatumya lebih dahu!u. Banyak rnhat yang di_i fttuhi hukuman 

sementara tidak ada aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya, demikian juga 

tentang pemungutan p~jak. 

' E . Utrecht Pel!gantar llm.11 Huku m llulmiesia . Ichtiar, Jakarta, 2002, hai. 11 
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Setelah adanya proses rak~al di sana-sin1. maka kemudian kekuasaan raja 

d ibatasi , tentu kila rnasih ingat dengan apa yang disebut dengan ,fi.,fagno Charla 

J 51 2. demiki rrn juga Peliun o f' Righ i. semua itu ad al ah piagarn-piagarn yang 

dikena! dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa 

Dalarn sistem hukum pidana Indonesia kita mengaual sualu asas hukum 

yang berb unvi "'Nu/furn J)elictum. nulio poeno sme !t:g pocnali " ,·ang secarn 

umum IJila diterjemahkan artin~·a adalah tiada suatu hukuman dapa! d i1 atuhk an 

kepada seseornng sebelum ada unc!ang-undang Yflng mengaturn:. a terleb il1 dahulu 

lmplementasi dari asas hukum !ni. dapat kita lihat dalam Pasal 1 

KUHPidar1a yang mengatakan '· riado suaiu perbuatan ho/eh d ih11kwn. rne lainkan 

etas kehwta.'1 ke1e11ruan p idana dalom undang-undang yang ado rerdahulu 

daripado perbuaran itu ·· Da11 ini .1uga bernrti bah\va hukum pidana itu tidak 

mengenal hui.:um yang berlaku suurt. 

Peraiuran yang dicantumkan dalam Pasal J ayat ( I) K UHPida.n<1 tersebut 

di alas adalah suatu cermin untuk me\\UJUdkan kebenaran materil atau kebenran 

yang hakiki atau setidak-iidaknya mengarnh i-epada kE''fJena ran »an g hakiki . 

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana ada lah hukum formal 

yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materiel (hukum pidana \ Dan 

dalam ketentuan hukum pidana formal atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidmia (KUHAP) telah menandaskan tent ang fungsi ataupun tujuan daripada 

suatu penyitaan yakni untuk kepentingan pembuk1ian baik pada tingkat 

penyidikan, penuntu1ar1 maupWl p::i.da tingkat peradilan. 

Pembuktian suaru perkara adalah suatu ha1 yang cuku1,; :rgen karena tidak 

rnungkin seseorang i1u dapat dij atuhj dengan suatu hukuman tanpa dengan 
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lerlebih dahulu dibuklikan kesalahann~<a. Dan jika hal ini te1jadi maka tebh 

melanggar asas hul:um y<mg dijunjung tinggi oleh negarn yakni asl1s Green :·.,'m~( 

Zander .'·.,'cau!e yang artinya tiada suatu hukuman tanpa lebih dahulu dibuklik an 

kesalahann\'a tersebut 

Dalam persidangan. hakim pid<.U1a di\\ajibkan untuk bersifat aktif, artinyC1 

aktif mengga!i dari kedua belah pih ak j aksa yang mewakili kepentingan neg arn 

dan pihak terdak\\a atau pun kuasanya di satu pihak. Dan dari keteranga n

keterangan yMg diperoleh di persiclangan di sarnp rn g dengan buk1i-bukti yang ada 

maka hakim berdasarkan keyakinannya kemudian memberikan putusan perkar<!. 

terseout. Jadi meskipun seseorang itu te!ah mengaku bahwa ia telah melakukan 

semua peristiwa µidana ya;1g didakwakan jaksa kepadanya akan tetapi hakim 

tid ak yakin maka hakim dapat membebaskmnya dari dakw1an terseb~1L seperti 

hal.nya yang pernah 1er.1adi di Pengadilan Negeri Bountain (Sulaweis Selatan). 

P ada tJlmn 1982 , Hakim Ketua ivlaj e!is Mr. Urip Kartodi1jo. 

rnenyidangbn seorang terdakwa dengan dabvaar1 telah melakukan suatu 

pembunuhan yang telah direncanakan terlebih da11ulu (moon{) Di da!arn 

persidangan terdakwa tetap bersrfat sopan dan dengan tenag telah mengakui 

seluruh dakwaan yang dituduhkan/qidakwakan kepadany·a. Namun ak...1-iirnya 

secarn kontroversial Hakim Mr. Urip Kartodir_jo membebaskan terdakwa dari 

segala dakwaan. 

Pembebasan terdabYa tersebut oleh Hakim Mr. Urip Kartodirjo adalah 

atas keterangan terdak:wa itu sendiri tentang cara melakukan perbuatan itu sendiri. 

Putusan tersebut banyak , ; t : ~r..gandung pro dan kontra, namun dikarenakan putusan 

itu didasarkan atas alasan yang tepat maka putusan Mr. Uri Kartodirjo menj adi 
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putusan yang diterima semua pihak dan akhirnya Mr. Urip Kartodirjo mengatakan 

bahwa mungkin sekaiI perJ..:arn semacam itu adalah perkara bikinan pihak 

kepohsian_ demikian komentas Mr. Urip Karlodirjo. J 

Dari pcmaparnn kasus yang 1eziac!i di Su!m,·esi Sclatan tersebut di atas 

dai:iatlah dibuat suatu uraian balrwa mcskipun terdakwa telah m~ngakui sernua 

dakwaan '.' 'ang di aj ukan·kepadany2 1rnrnun jika ha.kim tidak \akin 2kan peroua!an 

tersebut maka haki1n dapat rnembebaskan terdak\\a dari daLw'tan yang ditujukan 

1..epadanya. karena tid ak menulup kemungkinan di samping karena cerita rekaan 

yang dibuat pihak kepolisian kemungkman pula terdakwa dipaksa oleh seseorang 

untuk mengaku dengan dioerikan imbalan yang cukup besar. 

Kembali kepada pern.1asalahan semula_ bairn-~ tindakan penyitaan adalah 

salah satu cam untuk rn_enapatkan a1aupun untuk me•vujvdkm1 kebe1iaran matfriel 

atau setidak-tidaknya untuk mengarah kepada kebenara:i materiel yakni nantinya 

barang yang disita tersebut dipergunakan sebagai barang bukt! atas peristiwa yang 

telah teqadi sebagai bahan bagi hakim untuk dipertimbangkan guna memberikan 

putusann) a 

Penegasan penulis tentang perkataan ··salah satu cara'- berarti bahwa 

pc;nyitaan bukanlah earn yang absolut karena banyak cara lain ~ - ;-mg dipergWlakan 

untuk mendapatkan kebenaran materiel >·ang dimaksud. 

Pengelompokan cara yang dimaksud di sini penulis kelompobn menjadi 2 

( dua) golongan, yaitu : 

_, R. Wirjonoi Prod_i odikoro, Huk11m Acara Pidmw di Indonesia , Pencrhil PT. Bale, 
Bandung, I 996, hal. 44 
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I . Ccira non teknik. sebagaimana :-·ang dimaksud oleh undan g-undang yakni 

misalnva dan pett1113uk. d1 rnana petur~juk ini sebagaimana Yang diis~ ·aratbn 

undang-undang dopat hmn-a diperoleh dari • 

a. Keterangan saks i 

b. Surat 

'-· Keterangan terdakwa 

.., Masalah lekrnk sebago i contoh dapat penulis ke1m;kakan sebagai berikut • 

Ada seseorang kita sebu1 saja Amir _ ang didakm1 oleh jaksa mencuri seb uah 

clandang dari sebuah pasar pagi. Sang terdakwa dalam keadaan cacat fisik. 

kakin>1a pindang dan sementara kedua lengann:va dari mulaj bagian siku 

puntung. Dandang (tempat rnemasak nasi) yang disita oleh pew·idik diajukan 

sebagai barang bukti d1 persidangan. 

Ketika hakim bertanya kepada terdakwa tentang apabh benaJ ia mencurr 

dandang tersebut. terdak\va mungkir dengan menga1akan bagaimana rnungkin 

saya yang rnencuri daridang tersebut karena tangan saya saja Yang puntung tak 

mungkin dapat mengangkat/membawa dandang lersebut. 

Lantas oleh hakirn spontan dikatakannya kepada terdak\Ya baiklah jika 

memm1g saudara tida.k ada mencurinya yang sudahlah dan secara spontan pula 

sang hakim meny uruh ambil saja dandang itu untukrnu. Dan entah bagaiman 

si terdakwa dengan secepatnya dapat membawa dandang tersebut dengan 
' 

mengapitkan lengaMya yang puntung mengangkat dandang tersebut. 

ALhirnya hakim setelah melihat kenyataan yang ada menghukum si terd<>kwa 

bersalah rnencuri dandang milik orang lain. Ilustrasi di atas memberikan 

image kepada kita balrn·a meskipun barang buhii telah ada namun hakim 
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masih dituntut suatu ke_1elian yang sifatnya teknis untuk 1enlunya me\\ ujucih:an 

kebenaran materiel. 
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BAB JV 

MASALAH PENYITAAN PADA POLSEK SUNGGAL 

A. Tatacara Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik POLRI 

Sebelum penyi d ik 111e!aku ka1~ penvidikan da!am ha! ini penyitil on mab 

perlu ada suatu pegangu n dibu at dan untuk diketahui apa gerangan Yang menj adi 

d as;:iJ penyidik untuk melakukan penyitaan. 

Memang betul dasar petwidil~ melakuk:an penyitaan tersebut berpegar,g 

pada bahYva benda tersebut berkaitan dengan sua1l1 tind ak pidana. 

Adapun sedemikian menurut hemat penulis secara umum pengertiannya 

masih memcrlukan penafi sran lagi daI1 untuk itu lebih jelasnya dapat kita lihat 

dalam Pasal 39 KU HA P ayat (l) yang mern·eb:1tkan avat (1) yang darrnt 

dikenakan penyitaan ada!ah • 

l . Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebahagian diduga 

diperoleh dari tindak pidana atau sebagm hasil dari tindak pidm1a 

2 . Benda yang telah dip ergunakan secara langsung untuk melakukan tmdak 

pidana atau unlu k rnempersi ap!.;mmya 

3. Benda-benda yang dipergunakan unt1;k menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana 

4. Benda yang khusus dibu·1t atau dipergunakan melakukan tindak pidana 

.5 . Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 

dilakukan 

{ " ' 

37 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan kmena perkara perdata atau 

kmena pailit dapal juga disita untuk kep entingan penyidikan, penuntu1an dan 

mengadili perkarn pidana sepanjang memenuhi ayat (I). 

Mengenai benda yang diperbolehkan dari suatu tindak pidana sebagai 

rnana ya:1g dimaksud dalam pasal 39 KUHAP tersebut maka bagian penjelasan 

KUHA P sendiri tidak. ada m emberikan penjelasan artnin hanva menvebutkan 

cukup _1elas saJa 

Namun demikian terhadap benda yang diperoleh dari tindak pidana, perlu 

juga penulis kemukakan pendapat ataupun penafsiran yang diberikan Hoge Raad. 

dalam arrest tanggal 22 Juli 194 7, N. J. 194 7 Nomor 482 , yang mengatakan '~vang 

dimaksud dengan benda-benda yang dipeor/eh k£trena ke1ahatan itu bukon hanya 

henda-benda yang secara langsung reloh dipero!eh karena ke_iahatan. tnc!ainkcm 

juga henJa-bendo ,vang oleh terpidana relah dibeli dengan uang hasil 

k(' i/7/- ''/t? v. .. 
5 

' "") '-r• !!-1 - rl ' 

Dan sementara itu, Mahkamah Agung Republik [ndonesia dalam suatu 

putusannya tertanggal 13 Nopember l %2 Nomor 125K/Kr/l 9GO, yang 

mengatakan balnva "sebuah mobii yang dibeli oleh pemohon kasasi dengan 

sejum!G~ ucmg yang diterirnanyo sebngai lmsil dori lindak pidcuw yong telah 

dipersalahkcm kepadanya. dapar dikatok£tn dipero!eh. meskipun ridak secara 

!ong.rnng dari kejahatan sebagainwna dite11111ka11 da!am Pa.ml .39 KUHPidana ". 6 

Hal yang tak kalah pentingnya lagi, perlu juga penulis kemukakan Arrest 

Hoge Raad tertanggal 16 Desember 19 18, N. J. 1919, hal. 136, W . 10370, yang 

5 P. /\ . F. Lamintang, Kitab Uiula11g-Unda11g H11ku111 Acara Pidmrn Dengmr Pemhaha.rnn 
Secara Juridis A1enurut J11risfr11densi dun llmu Pengeta/wan Hr1k11m Pidana , Sinar Baru, 
Jakarta , 2004. haL 45 

0 Jhid 
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mengatakan -- ,ebiah henda yang dimiliki 1cr p1 ;' rnn -.,_ '" .u•. - _ _ 

lo in dalmn ha/ in i . elnwh perseroan j irma dapat d1nyarokan schn;;nr t:';_ua 

ini tcrmosuk miliknya vvolaupun secoro ridak mutlak ". 

Di dal am K UHPidana, masalah peny1ta::m ini dapat juga kita !ihat da!<Jm 

Pasal 39 KUHPidana yang rnenyebutkan : 

l . Barang ;,;ep unyaan si terhukum, yang dipero leh dengru1 kejahatan atau ycrng 

dengan sengaja dipakai akan melakukan kej ahatan dapat di i'amp as 

J1 ka diJ atllhkan hukuman lantarn11 melakuhn kej ahatan tiada dengan sengaja 

atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga hukuman meram~)as itu 

dalam h~l tertentu dalam undang-undang 

3 Huk.uman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah kepada 

pemerintah tetapi ham alah tentang barang yang sudah di ::i1a (KUHPidana 40, 

45s) 

Dari apa yang dipaparkan da!am sub bab ini tamp aklah bahwa dasar 

melakukan penyitaan itu adalah apabila penyidik telah lebih dahulu menduga 

bahwa bend a tersebut diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dan 

sementara pada sisi lain keientuan KUHAP itu sendiri ada memberikan sanksi 

terhadap penyitaan. 

Seperli telah dikemukakan sebelumnya bahwa prinsip dasar dalam suatu 

penyitaan ialah harus diperlukan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat. Kecuali dalam hal yang perlu dan mendesak bila mana penyidik harus 

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, 

penyidik dapat melakukan penyitaan namun terbatas pada benda-benda bergerak 

7 Ibid 
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sa:1a pada perrnulaan 

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilal--ul.:an 

dilaksanakan oelh penyidik Polri di jajaran Polsek 

aluran tahapan tentang tatacara penyitaan. 

!Vfengen<ti penyitaan tanpa surat izin da'.i Ketua Peng2c'.1 Inn. p~ ' 1:• ~• · 

mengeluarkan su rat perintab penYitaan langsung dari a1 as an nv2 d12r:,~ 2n 

mern1gaskan beberapa anggota penyid ik untuk me!akukar; penvi taan terhadap 

benda yang dipegang atau dikuasa i oleh orang untuk disita. Di dalam surz. t 

perintah penyitaan tersebut memuat antara lain : 

1. Pro Justisia (Surat Perintah Penyitaan) 

2. Pertimbangan dan dasar daripada penyitaan 

3. Perintah rnelakukan penyitaan terhadap suatu benda yang hendak disita 

4. Masa ber!akunya pelaksanaan penyitaan 

5. Dan pada bagian akhir surat perintah tersebut ditanda tangani o!eh atasa 

penyidik yang mengeluarkan surat perintah penyitaan tersebut 

Pada tahap pertama dalam melaksanakan penyitaan, penyidik menunjukan 

surat perintah tersebut beserta identitas dan tanda pengenalnya yang bertuju a..ri 

agar ada kepastian bagi orang daii mana benda itu akan di sta bahwa ia benar

benar berhadapan dengan petugas penyidik 

Tahap selanjutnya adalah memperlihatkan benda sitaan kepada orang dari 

mana benda itu akan disita atau terhadap keluarganyp Scjalan dengan itu benda 

sitaan terse but juga hams disaksikan oleh beberapa orang saksi, yaitu : 
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1. Kepala Desa atau K.epala Ltngkun~an 

2. Dua orang saksi dari \Varga lingkungan tempai bend n -: !J. • ...rTu 

Setelah itu masuk dalam proses pembuatan benta acarn. di d·1l nr:1 b;:T '.. 

acara penyitaan memuat antara lain• 

1. Wak.1u pelaksanaan penyitaan 

2. Nama-narna penyidik vang melakukan penyita~n 

3. Penjelasan jenis benda y<1ng disita 

4 . Dari siapa benda tersebut disila 

5 . Narna-nama saksi yang menyaksikan penyitaan 

6. Penjeiasan perkara yang berhubungan dengan benda sitaan 

7. Ditanda tanngani oleh penyidik yang mernbuat berita acara serta pemiiik 

barang dan saksi-saksi 

Dalam proses penyitaan ini setelah berita acara tersebut dibuat selanjutnya 

harus dibacakan oleh penyidik dihadapan orang dari mana benda itu ak.an disita 

atau kepada keluaraga.nya dan kepada ketiga orang saksi, j ika mereka telah dapat 

menerim.a dan menyetujui isi berita <team, barulah penyidik memberi tai1ggal pada 

berita acara dan masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita 

acara tersebut. 

Setelah berita acara penyitaan lengkap maka kewajiban penyidik adalah 

untuk menya.mpaikan turunan berita acata kepada pihajk atas penyidik, kepada 

orang dari mana benda itu disita dan keluarganya serta kepada Kepala Desa. 

Kemudian taliap terakhir terhadap benda sitaan itu dilakuka..r1 

pembungkusan, dicatat berat dan atau j1:d '. 'lah menurut jenisnya, cm, sifat 

khasnya, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu 
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disita dan lainnya kemudian diberik lak dan cap d<i11 dnan&b 

penyidik. 

Setelah semua tahapan dalam proses pelaksana.:m p~:i: L .-. · 

dil a ksanakan maka tindakan yang paling u\ama diperbuat o leh 

adalah segera me:aporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setemr''.!t gu!:a 

memperoleh persetujuan, sehing~a ta! acara yang dilakukan oleh pern·ic!ik ada lah 

telah syah dan sesuai dengan prosedur. 

Dari umian tentang proses dari latacara penyitaan yang dilakukan o leh 

penyidik Poln di atas, penulis melihat bahwasanya tindakan penyitaan tersebut 

hams sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena itu we,venang penyidik 

Polri dalam melaksanakan tindakannya akan membawa konsekuensi bila 

bertetangan dengan hukum. 

Untuk lebih _1elasnya penulis akan menurunkan pasal lengkap dari 

KUHPidana Pasal 33 ayat (1) 'penyitaan hcmya dapat dilakukan oleh penyidik 

dengcm surot izin dari Kerua Pengadilcm Negeri setempat''. 

Da!am keadaan ya..11g sangat perlu dan mend esak bila mana pen:vidik harus 

segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan sura1 izin terlebih dahu!u 

tanpa mengurangi , ketentuan Pasal 33 ayat (l) KUHPidana "penyidik do.pat 

melakukan penyitacm hanyo atas bendo bergerak don untuk itu wajib segera 

meloporkon kepoda Ketuo Pengodilan Negcri setempat gww memperoleh 

persetujuannya 

SYarat tersebut di atas adalah merupakan suatu Jamman untuk tidajk 

terja~\ ; '.··va suatu kesewenangan atas hak milik seseorang. lebih lanjut hal ini dapat 

' kita lihal dalam Udnang-Undang Nomor 14 Ta.hun 1974 tentang Pokok-pokok 
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Kekuasaan Kehakirnan. di mana pada Pasal 7 undang-undang lersebut yang 

lengkapnya menyatakan '·1iada scorcmg j uopun dapo t dikenah.m penangkap an . 

pencihcinan. pe11ggcledoho11 don peny iraan seloin otas perintah tertulis oleh 

kekuasaan yang sah doiam hal-hal don menurut cam-cara yang diatur den,gon 

undang-undang ... 

Menu:ut pengarnat an penuiis. maka masa lah yang ~ena..11. tiasa m uncul yang 

me:11urut penulis ada sediki t ke.1 anggalan adalah dalam ha l penger1ian"da /am 

keadcum yong sanf!,O' p er/u dun mendesa ". Karena KU HAP sendiri dal am bagian 

penjelasannya tidak memberikan pen.i elasan, maka oleh penyidik acapkali dalam 

hal melakukan penyitaan berpegang pada bahwa pen~i1 aan itu dilakukan karena 

keadaan ya'.lg men<iesak hingga penvidik pada waktu tersebut tidak dap at 

menunjukan izin penyitmm yang dimaksud dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempal. 

Sebagai contoh seseora.ng kita sebut s~1 a narnanya Badu. adalah orang 

yang melapor kepada polisi sebagai korban tindak pidana, misalnya pempuan 

yang dilakukan ol eh tersangka Amat. 

Sesuai dengan prosedur pemeriksaan, maka yang pertama-tama diperiksa 

adalah saksi korban yak-n i Badu lalu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksa.an 

saksi-saksi iain yang mengetahui tindak pidana tersebut, setelah itu kemudian 

pihak kepolisian rnemanggil tersangkanya dalam hal ini Amat. Dalam proses 

inilah sering terJadi penyitaan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Ketua 

Pengadilan Negeri setempat dengan alasan yakni hal tersebut dilakukan karena 

mendesak. 
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Bila kita k<~i contoh di atas maka menurut hemat penulis bahwa penyitaan 

terseL1ut bukanlah dJ!akukan karena alasan \'ang mendesak. a!asan yang 

mendukwig pern,·ataan penuli s di alas adalah bahwa karena aiY1ara masukr.ya 

pengaduan dengan pemeriksaan saks i-saks i , ·ang kernu dian di!an_1utkan d.engan 

pemeriksaan tersangkanya ada cukup bany ak waktu. Jadi bukanlah '' aktu tersebut 

dapat penyidik lakukar: untuk memint a i1.in peny ilctan dari Ketua Pengadi! m1 

Neger i. 

Kenvataan di ~tas akan lebih tampak lagi terhaJap 1irid0k pidana 

penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana) di mana penyidik acapkali menyita 

benda-benda yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana penganiayaan tersebut, 

sementara iz in dari ketua Pengaduilan nege1i setempat belum diperoleh demikian 

juga halnya dalam penggeledahan khus:.isnya dal arn pengge!edahan ru mah. 

Pada sisi lain, mernang betul dalam praktek jika izin tersebut harus 

diperlukan lebih dahulu sementara keadaan sangat mendes ak maka bagi 

kep olisian yru1g berada jauh dari pengadilan daerah hukumn~· a. terlebih biia 

terszmgkanya berada dalam tahanan, sedangkan penggeledahan guna me! ~. :.;:ukan 

penyitaan itu diduga keras dismpan/berada pada mmah tersebut, maka jika 

demikian akan 1imbul suatu kesenjar1gan yakni tentang masa penahanan yang 

habis karena menunggu izin Ketua f'engadilan Negeri . 

Jika demikian untuk menghindari parneo ··kr:adaan perlu dan mendesak'" 

tersebut maka menurut hemat penulis perlu dicari jalan keluar yakni rnisalnya 

sebelum melakukan penyidikan tersebut jika memang kondisi <lan situasi yang 

tidak memungkinkan maka ada baiknya kepolisian dapat mernberitahukannya 
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lebih dahulu misalnva me l:1k 

se.i ernsnya. 

Dalam hal lain, penyidik dapat memerintahkan lepad:a 5CSIDILJ4'M! ~ 

menguasai sualu benda yang dapat disita untuk menyerahkan k~ a. am 

tetapi tidka boleh dengan maksud lain kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dan 

hanya dapat memerintahkan kepada orang untuk rnenyera!1kan suatu surat atau 

tulisan lainnya apabila surat-surat atau tuhsan tersebut memang benar-benar 

. 
merupabn surat atau talisan lain yang berasal dari tersangb atau apabila benda 

tersebut benar-benar merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan 

suatu tindak pidana. 

Dalam wilayah Kepolisian Sumatera Utara termarna di Polsek Sunggal 

yang merupakan lokasi pembahasan penulis, penulis telah mendapatkan data 

tentang penyitaan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polsek Sunggal. Data 

penyitaan yang dimaksud adalah data selama k."Unm waktu 5 (lima) tahun tera.lchir 

atau tepatnya dalam kurun waktu tahun 2003 sarnpai dengan tahun 2007, yakni 

sebagaimana dimaksud di bawah ini : 

TAHUN I 2003 

KASUS I 3415 
I 
I 
I 

2004 

3721 

2005 I 2006 20{)7 

3890 3520 I 

I 4117 

Data penyita<m tersebul di atas ad alag data penyi taan yang dikumpulkan 

ataupun terjadi di wila.•;ah Kota rviedan. Jadi dalam hal ini didapatkan dari 

Ditserse Kepolisian Polsek Medan Sunggal 

Dari data yang ad~ tersebut di atas , maka selama dalam tahun kurun waktu 

S (lima) tahun, Polsek Medan Sunggal telah mel£i l'.c1kan penyitaan sebanvak 

18.963 kali penyitaan dan dari data yang ada tampak pada kita bahwa tahun 2006 
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adalah tahun di rnana Ditserse Polsek Medan Sunggal paling ban~·a.k melakukan 

penyitaan yakn1 se banyak 4117 kasus penyitaan. 

Dari basil pene litia11 penuli s di Dttserse Polsek Medan Sungga! didapatkan 

kenyataan ba!rn a Pengadilan Negeri Medan belurn pernah rnenolak mernberikan 

persetujuan a~as penyita<ln va.ng telah dilakukan oleh Ditserse Polsek Medan 

Sunggal sc;bagaiman2.n yang dimaksud dalam Pasal 38 a\·at (2) KUHAP , 

demikian diungkapkan oleh salah satu petugas Ditserse Polisi Daerah Sumatera 

Utara Medan. 

Lebih lanjut data juga ditemukan bahwa pada umumnya Ditserse Polsek 

Sunggal sebelum melakukan penyitaan terlebih dahuiu meminta ;zin dari Ketua 

Pengadilan Negeri :v1edan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( l) Pasal 38 

KUHAP kecua!i memang keadaannya yang memang sangat p~riu dan mendesak 

barulah Ditserse Polsek Medan ~unggal melakukan penyitaan terlebih dahulu. 

Jika t[daklah benar seperti apa yang dibayangkan oleh sebahagian orang 

yang menganggap bahwa izin itu yakni sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1) Pasal 38 KUHAP hanya dalam keadaan tertentu saja digunakan jadi artinya 

tiap penyitaan seakan-akan semua itu dilakukan dengan alasan mendesak hingga 

korban yang ter:; ita kepadat~Ya tidak diperlihatkan surat izin penyi!aa11 yang 

dimaksud. 

Berka itan dengan penyitaan yang ctilakukan oleh penyid ik dengan !asan 

perlu dru1 mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP 

ini, ketika penuli s mengadakan penelitian, maka didapatkan suatu kenyataan 

bahwa terhadap1 r:~nyitaan yang dilakukan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan 
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Negeri karena alasan mendesak. mab ketika surat i/.in dimintakan ke Pengadilan 

Negeri tidak pernah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan. 

Dalam hal mi juga dapat dikatakan bahwa pem·idik pernah melakukan 

pemitaan dari tersangka tanpa terleb ih dahulu merninta izin dari Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. 

B. Pennasalahan Dalam hal Prnses Pelaksanaan Penyit:-ian 

Tuiuan Hukum Acara Pidz:na adalah semat a-mata untuk niencari 

kebenaran materiel atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran yang hakiki. 

Hal ini bennakna bah\va, agar seti ap orang yang rnel anggar hukum pidana dapat 

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan ke_iahatan yaPg te l ah dilakukannya 

Sesuai dengan asas yari g dimiliki oleh huk1Jm pid8n2 kita yak;ii asas 

Nullum Delictwn, maka pembukiian atas tindak pidana telah ter:jadi tersebut 

mutlak dan penting sekali artinya dala.rn peradilan. 

Dan dalam menentukan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk 

pembuktian tersebut sering kali aparat penegak hukum mengalami beberapa 

kesulitan, ha! mana dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

, hukum khususnva kurang mengere1i bagaimana pentingnva benda!barang tersebut 

untuk pembuktian dalam suatu pem idikan perkara pidana. 

I. Tidak Dilakukan Secara Prosedm· 

Seperti telah dikemukakan bahwa prinsip dasar dalam suatu penyitaan 

adalah adanya iz.in dari Ketua Pengadilan Negeri setempat se11a bentuk-bentuk 

keterkaitan tertentu yang dirinci dalarn pasal 39 KUHAP antara barang-barang 
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yang disita dengm1 tindak pidana tersebut di rnana daJam keadaan yang perlu dan 

rnendesak bi la mana penyidi k segera d<1pat bertindal.;: dan tidak mungki n untuk 

rnendapatkan surat i1in ierlebih dahulu. maka penyidik oleh undang-undang hanya 

dibenarkan me11\tla benda-benda bergera.k saia Dan untuk itu kemudian penyidik 

w::~jib melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna 

mernperoleh persetuj uannya. 

Bini ada lah contoh kasus penyitaan dalam hal mernik1 sen1ata tajam 1anp3 

izm syah. 

Uraian .fiingkat isi k~jadian : 

Pad a hari sabtu tanggal 11 Maret 1995, sekiran pukul I 0.00 WJB, sewaktu Serka 

Bambang Ari.ii bersama Sertu P. M. Simanjuntak (keduanya petugas POLRI) 

sedang melintas clan Jalan Selmnat Mandala, Tangguk Bongkar lX, telah me!ihat 

l (satu) unit sepeda motor Honda Cup Grand wama hitam tanpa plat nomor polisi 

ym1g dikendarai seorang laki-lak.i. karena curiga oleh kedua petugas tersebut 

langsung menangkap sepeda motor tersebut beserta pengernudinya dan setelah 

ditnnyai ianya tidak dapat rnemperlihatkan kelengkapM surat-surat dan seketika 

itu juga ia melaribn diri lalu dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap, dari 

<la.lam pinggangnya didapati sebilah pisau belati. selanjutn~· a tersangka diba>Ya ke 

Polsekia Percul Sei Tuya bersama barang bukti berupa sepeda motor Astrea dan 

sebilcl1 pisau belati untuk d1lakukan penyidikan. 

Demikian ura1an singkat dari contoh kasus tersebuL penulis 

menyirnpulkan bahvva tindak:an yang telah dilakukan oleh petugas polisi ter-;:ebut 

adalah menangkap tersangka., men:-'ita barang bukti dan melaporkannya kepada 

kepala dan atasan polisi. 
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Dari conloh kasus di atas_ penvitaan yang dilakukan oieh penyid1k adalah 

dalam hal tertangbp !angan karena dalam keadaan terlangkap tanga n_ penyidik 

dapat langsung menyi<a sesualu benda dan a!at • 

l _ Yang ternrnta d1pergunaka11 untuk melakukan tinda.l.;. pidana 

2. Atau benda dan alat yang patut dicurigai telah dipergunakan untuk melakul\an 

lindak pidana 

3. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti 

Ketentuan Pasal 40 KUHPidana tersebut adalah sangat bern!asan yallg 

langsung mernberi we1venang kepaJa penyidik untuk menyita benda dan alat yang 

dipergunakan pad a suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. 

Jadi dalam ha! ini arlanya pengecua!ian bagi penyidik untuk melakukan 

penyitaan dengan izin Ketua Pengacli!an Negeri setempat. Dianggap terlalu lucu . 

jika untuk melakukan penyitaan benda pada keadaan tertangkap tangan. penyidik 

lari dari tempat kejadian guna meminta surnt izin penyitaan dari Ketm1 Pengadil c:n 

Negeri, karena sikap itu sangat sia-sia dan tidak efektil' dan efi sien dan sangat 

irasional serta tidak tepat menurut !ogika prinsip ~'·;negaka11 hukum yang cepal. 

tepat dan biaya ringan. 

Mengamati tentang kasus penyitaan tersebut kiranva memang te rdapat 1 

ke_janggalan yang dilakukan penyidik dalam menyita sepedn motor yang dipakai 

oleh tersangka karena sebenarm a yang menj adi objek pern itaan di sini ndalah 

berupa sebilah pisau yang patut d1duga telah digunakan untuk melakukan tindak

pidana, oleh karena itu penyitaan terha_riap sepe.da motor tersebut tidak srnh 

karena tidak dilaksanakan menurut proses dan ha! ini tidak dibcl1 ~.rkan oleh 

undang-undang_ 
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Dalarn beberapa kasus penipuan ataupun penggelapan di mana sering kali 

benda-benda milik si tersangka yang dianggap ada kaitan1wa dengan tindak 

p1dana yang dilakukan disita dengan tanpa lehih dahulu rnendapat i7. in dari Ket:Ja 

Pengadilan Negeri selempaL bila ki1a selidiki leb1h jauh seben arnya alasan 

peny1dik melakukan penyitaan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari 

Ketua Pengadilan Negeri setemrat t ers ~but yalni karena perl u dan mendesak 

adalah kurang tepat, karena antara pengaduan saksi korban d'Jngan 

pengambilan/penyitaan barang (bi:isaiwa sekalian dengon perneriLs<1 tersangka) 

tcrsebut masih ada waktu. Jadi adalah kurang 1epat bJau hal lersebut dilakukan 

dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketuo Pengadilan Negeri setempat 

Dan ternyata pula pihai..: kepolisian juga t1dak meminta persetujuan 

kemb'lli dari Kettm Pengachlan Negeri selernpat kareria tel nh rnelakukan penYi taan 

dan inipun ketika perkara tersebut diajukan kepada pihak kejaksaan temyata pub 

pihak kejaksaan tidak acla memu!an~kannya kembali kepado pihak kepolisian. 

KUHAP dalarn penjelasarmya rnemberi arti tent.mg keruginn oleh tindakan 

lam s~perti pada Pasal 95 m·at ( l) KU!-1 '\P ada!a'' '·kenrgian .vo11g d1timbulkm1 

oleh penuzsukan rwnah. penggeledahan dan penyitoan yong tidak sah menurur 

hukum··. 

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu jalan keluar bagi pihak \·an g merasa 

keberatan atas penyitaan ya.llg tidak proseduraL maka menurut Pasal 95 ayat (1) 

KlJHAP, dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 77 KUI-lAP. Tindakan 

pen~1itaan lain yang dilakukan dengan prosedur yang dibenarkan adalah dapat 

dikemukakan sebagai berikut "di kota-kota besor .1·cperr:: · '. ~·1/.:.or10 . A1edan clan 

sebogainyo pom pejabot kepolisian dalam mencari sen1o ra gelap baik senja!a api 
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maupun sen;ato tajcun re/oh melakukun penghenrian his-bis don mengge/edah 

badan senmo pcn11mpang bcscrra horang bawoannya. Hof ini di/akukan dcngan 

tempo lehih dohulu mendcrpcrr 1zin dori Kenw Pengodilon Ncgcri .1erempat 

sehogoimmw yung dimaksudk.0 11 o/eh Kr !HAP· · ~ 

Jika alasan penggeledahan yang climaksud oleh kepolisian karena perlu 

dan mendesa, rnaka menun;t hemat penulis adalah kwang re!e\'an karena 

bukanlah sebeiurn hari rnaupun juga razia <ersebut penviclik (kepolisian) dapat 

memintakan 1zin kepada Ketuc. Pengadilan se!empal. 

2. benda Yang Disita Tidak Sesuai dengan yang Diajukan Sebagai Barang 

Cukti Dalam Persidangan 

Masalah pembuktian ad alah suatu rnz.salah uang sangat sd:ar dan urgen, 

makin lama waktu berlaku maka makin sukar pula bagi hak irn untuk menyatakan 

kebenaran atas keadaan-keadaan itu. karena roda pengalam<in di dunia ini tidak 

mtL.rigkin dipular sekali lagi dan oleh karenan:·a puia tentang apa , ·ang diyakini 

oleh hakim tentang suatu keadaan bukanlah mutlak l (J 0'% benar. Kare112 bukanlai, 

hakim itu juga ad alah sosok manusia biasa sepert1 kita yang mempunyai 

keterbalasan di samping tentunya karena ia sendiri tidak terlibat atau melihat 

ketika J..:eadaan itu re~jadi. 

Berdasarkan atas keterbatasan hakim tersebut di atas maka dalar:n ilmu 

hukum pidan.a kita mengenal ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, yakni 

antara lain : 

' ACT Harl dai1 Abdul Hakim D. Nusantara, Huk11111 Acara Pidana Dalam Perspekt;f Hilk 
Asasi Manusia, YU3 Hl , Jakarta , 2006, ha!. J 4 
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I. Sistern Keyakinan 8elaka 

Pada si stem ini kekuasan tersebut seakan diserahbn pada hakim. Jadi hakim 

di sini terd asarkan sila t indi 1 !dual nya (suh1cktiO memutuskan suatu persoa lan 

yang dihadapkan kepadan:·a cl engan tanp a ten ka! kepada suaiu pera\unm 

(b!oot gemoedclzjke overtulgin). Jadi dalam sislem 1111 hakirn dapat 

menentuk::m apaLah suatu keadaan h'1rus d ianggap telah 1e rbu kt1 at au tidak 

2. Sistem Melulu menurut Undang-Undang (J>o sific,f Wct\·efijk ) 

Sistem ini meletakan segalam«1 pada ke\entuan yang telah ditcntukan oleh 

undang-undang. Misalnya apabila ada 2 (dua) <:aksi 'nng tel ah disumpab 

mengatakan bahiva o rang yang didakwakan tersebut adalah bersalah 

sementara hakirn berkeva~mai1 bahwa terdakwa tid ak bersalah , maka 

berdasarkan sistern ini terdakwa hams dinvatakan bem1lah 

3. Sistem rnenurut Undarig-Undang sampai Suatu Batas (Nega tieOVe11eli1k) 

Sistem ini adalah rnerupakan si-stem perpaduan Yang pertama dan ~ ang kedu a_ 

Pada sistem ini hakim dapat menghukum orang apabila hak.im berkeyakinan 

bahwa peristiwa pidaria yang bersanrr,kutan teh h 1.erbukti kebeno.rannya va11g 

mana keyakinan itu disertai dengan penyebulan alasan yang berdasarkan 

logika, namun keyakinan hakim tersebut te~jelma dniam suatu atL ; ~an yang 

telah lebih dahulu ditentukan s:'arat-syaratnya ol eh undang-undang. Di 

lndonesia dianut sistem Nego1ie( Werteli;k. 

Men genai alat-alat bukti , perundang-undangan Indonesia telah 

menetapkan beberapa alat-alat. buk1i, seperti yang dimaksud kan pada Pasal 184 

KUHAP, yaitu : 
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1. Keterangan saks i 

2. Keternngan ahli 

3. Surat 

4 . Petun.1uk 

5. Keterangan terdakwa 

Dari 1'.elima al<!! bukti yang tersebut di alas maka yang ad a kaitannnya 

dengan peny1taan adalah alat bukti su rat. Dikatakan demikian akrena alat bukti 

yang lain misalnya seperti kelerangan terdakwa, keterangan sak:;i dan lain 

sebagainya, bagaimana mungkin disita. 

Bahwa untik tidak menjadi terdapatnya kekehruan ataL! sa1ah pengertian 

perlu di_1elaskan di .mu bahwa alat bukti tidakbh sama pengertiann:·a dengan 

barang bukti. 

Yang dimaksud dengan barang bukii adalah barang-barang yang telah 

ditaruh di bm\·ah penyi ta3n yang akan digunakan sebagai tanda bukti oleh 

kekt.:asaan yang bern emmg seper1i Jaksa Hakim atau pejabat lainl1\ a 'J 

S\:dangkan alat bukti adal ah alat yang telah ditentukan o]eh undang-

undang untuk dapat dipakai di persida.ngan sebagai ala! untuk memebuktikan 

suatu peristi\va pidana Kerr•.1.1ali kepada pennasalahan Yang men1adi pokok 

bahasan dalam sub bab ini 

Perundang-und ang telaJ1 menentukan bahwa setelah melakukan pen_ ·itaan, 

penyidik membuat suatu berita acara tentang penyitaan yang dirnaksud yang 

disaksikan oleh orang dari mana benda tersebut disita dan disaksikan oleh 2 (dua) 

orang saksi sert:'t :'.liketahui oleh Lurah di tempat mana benda 1ersebut disita. 

R. Soe:; il o, Kitab Undattt;-Undang Hukum Pidmia , f'olitci;:; , Bogor, 20U 1, hai. 28.cl 
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Namun anehnva dalam pers id ~mgan pernah terjadi terdak\rn tidak mengenal 

barang bukti yang dimaksud tersebuL seperli dal am peristiwa Tanjung Periuk 

Jakarta. 

Dalam perkara aktifitas Islam yang berka1tan dengan kerusuhan Tanjung 

Periuk Jakaiia. Pihak Penuntut Umum mengajukan beberapa pucuk senjata namun 

menurut terdakwa m ereka sarna sekali belum pernah melihat barang bukti yang 

dirnnks ud itu sebelumnya. w 

Den1ii.:.ian juga dcngan !1cd ~,· ang terjadi di Jal~arta. Dala1n sua1u sidang 

perkarajuga di mana berdasarkan berita acara penyitaan, jumlah uang yang disita 

sebesar Rp. 5.:f.000 000.- (lima puluh empat juta rupiah). namun ketika 

persidangan hakim ;neminta agar Jaksa mengajukan barang bukti di mana ketika 

itu barang bukti uang ~>ang dim aksud dibungkus dahrn segel. Dan betajJa 

terkejutnya hakim yang menvidangkan perkara tersebut demikian juga 

pengunjung yang m emad<lti sidang rnanakala bungkusan itu dibuka isinya hanya 

uang sejumlah Rp. 4 600 000 _- (empat juia enam ratus ribu rupiah) di samping 

lembaran kertas-kertas. 

Keesokan harinya koran-koran ibukota memua! berit2 fantastik tersebut di 

halarnan utama. Sampai-sampai Harian Kompas dalarn karikatur Om Pasikomnya 

rnen.iuluki Jaksa tersebut dengan Mr. Magic Man alias Jaksa Tukang Sulap. 

Kontan sa.cia ketika mendengar laporan kejadian tersebut, Jaksa Agung 

Republik Indonesia Suikarton meindak Jaksa yang telah membuat aib terhadap 

k~i aksaan itu. 

10 1-\CT. Hart dan Ahtlul Hakim G. Nusantarn, Op.cit, hal. 21 
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Memang agak aneh kelihatannyajika sC1mpai bararig bukti Yan g fungsin~r a 

untuk rncluruskan kebenaran materiel sebagaimana yang rnen_Jadi lu_Juan hukurn 

p1dana itu digelapkan. akrena selain tindakan adrninistra1if, jak sa tersebu1 dapat 

_1uga dike1rnkan lindakan huk.um sebagmmana Yang dirnaksuc! dalam Pasal 4 15 clan 

41 7 KUHPidana yang menyebutkan : 

Pasal415 KlJHPidana: 

Pegawai negeri a1au orang !ain, ~ 'ang dim1.11bkan untuk seterusm a a tau imtuk 

sementara waLtu menjalankan suatu pekerjaan umum. yang dengan seng~ja 

menggelapkan uang atau surat yang berharga_ ~ · ang disimpan karena jabatannya 

atau dengan seng~ja membiarkan uaug atau surat tersebut diambil atau digeiapkan 

orang lain alau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang rnernban1u 

dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun 

Pasal 417 KlJHPidana : 

Pegawai negcri atau orarig lain yang di,q 1_iibkan untuk seterusnya atau un1' :'., 

sementara waktu rnenjalankan pekerjaan umurn ,-ang dengan sengai a 

menggelapkan, rnembinasakan, rnerusakan atau membuat sehingga tidak dapat 

lagi barang yang diperuntukan akan menjadi tanda buk1i at.au keterangan bagi 

kekuasaan yang berhak atau surat ahie_ surat keterangan atau daftar yang 
I 

disimpannya karena pekerjaannya atau membiarkan orang lain menghilangkan , 

rnembinasakan, rnerusak atau mmebuat sehingga tak dadapat dipal::ai-lagi barang 

atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal itu, dihukum 

penj ara selama-larnm1ya lima tahun enarn bulan_ 
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Kiranya Jaksa Penunlut Umum yang menggelnpkan barang hukti uang 

hasil penyilaan dari kasus perjudian di Jakarta lersebuL tidak diajukan ke 

persidangan melainkan hanya dil~enakan sanksi adminislralif saja. 

Berbicara rnengenai masalah di rnanrt terdab\·a tidak mengenal barang 

buktt yang di3:1ukan jaksa di persidangan maka image kita akan peristiwa yang 

dirnaksud bisa lain , jika peristiwa sedem!kian terjadi_ maka dapat kita kategorikan 

pe1:\·ebabnya pada dua hal • 

Perta111.a • Terdakwa dengJ.n caranya sendiri mungkin atau beqrnra-pura tidak 

mengenal barang bukti yang diperlihatkan itu kepadanya 

Kedua • Kemungkinan penyidik ataupun pemmtu1 umum membual suatu 

skenario sedemikiar1 .iuga yang terdensinya memanipulasi barang bukti 

dan berita ac8rn pemeriksaan 

Dalam hat kejadian Yang pertama. hakim terlebih-l eb ih hakim yang telag 

berpengalaman (senior) abn tidak lerlalu suli! memecahkan prob!ema keci! 

tentang apakah ia sebenarnya tidal menge na! b:irang hukti terseb ut. betlll-be1ui 

sams sekali tidak kenal alau mernang bPrpurn-pur~ t1 d2k kern1i. 

Sedangkan d:1larn h<ll kejadian Yang ekdua. d; sinibh rnenurut hemat 

penulis hakim harus benar-benar berani menun1ubn identilasnya yal<ni sebagai 

p~jabat yang berdiri bebas dari tekanan maupun kekuasaan pihak nwna sekalipun. 

Dan hai ini o!eh Undang-Undang Dasar 1945. kebebasan ataupun kemerdekaan 

hakim itu telah dijamin. Dan ini JUga merupabn cerminan dari konsekuensi suatu 

negara hukum yang mer~junjtmg tinggi hukum dan Indonesia adalah suatu negara 

hukum. 

56 

. . 
; 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Kedudukan hakim yang bebas meredeka ini. sering kali diperbi11cangkan 

ol eh banvak orang. Kedudukan yang bebas merdeka ini terlihat nvata dalam 

perkara H. R. Dharsono. d1 mana Adnan Buyung Nasution yang kala itu hertindak 

sebagai pembela dari tersangka dalam Pledoinya men gatakan bahwa : ·;:mg diadili 

di sini sebenarnya bukanlah H. R. Dharsono tetapi adalah pengadilan yang 

mengadili b.,us ini , tentang apakah peng~dilan berani rnengadili secara 

proporsional . fair dengan lanpa tekam:n ataupun pal\:saan dari pibak manapun. 

Demiktan ki ra-kira bunYi P!edoi dari Adn3ll Buyung Nasution dalam 

membela terdak\\ a [-L R. Dharsono di Jakarta. 

C. Akibat Hukum Dari Pen)'itaan Yang 8ertentang.rn Dengan Hukum 

Acara Pidan;;i 

Ciri yang paling menonjol dari hukum acara pidana ialah mengenai 

prosedur dalarn mengarnbi! ti..ndakar1 yang sedemikian ketatnya. lni sesuai benar 

dengan nama di bidangnya sendiri. vakni ACARA. Berbagai pengalaman di 

dalam praktek menunjukkan bahwa suatu keleliruan atau kekurangan dalam 

memenuhi prosedur yang d1ten1ukan o leh undang-undang. selalu menimbulkan 

akibat yang mendaiam. Sah 81 ,1u tidak1wa penyitaan yang dilakukan sangat 

ditentukan oleh ketepatan prosedur tindakan yang dilakukan. 

Di masa lampau, vakrn pada waktu hukum acara pidmrn fndonesia 

berpedoman pada HIR pahit getirnya kekeliruan tindakan itu mungkin hanya 

dirasakan oleh tersangka atau terdakwa. Tetapi di bawah KUHAP, tidak mustahil 

suatu j esalahan atr,\.J ·. kekurangan demikian dalam ha! melakukan penyitaan itu 

m enimpa secara nyata terhadap pelDksana penegak hukum sendiri . 
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Hal ini ditegaskan di dalam penjela~an umum sub 3 d tentang asas-asas 

hulum acara pidana yakn i ·pem penegak !mkum yang dengan scngo;o 01m1 

korena kelalaiannya menyebohknn asas hukwn rcrscbur di lang;sor (,ne/ohor itu) 

di run tut. di[J inda11<1 don ota11 dikenakcm hukum admini ·tmsi. 11 

Bagaimana seandainya jika penyidik tersebut salah dalam melakukan 

penyidikan_ untuk menjmrnb pertanyaa ini kelenluan KUHAP memberi jalan 

keluar yang dapat kita lihat dalam Pasal CJS KUHAP yang rnenyatakan 

"!ersangko. terdakwa arm1 terpidanc herltak memmlut go:11i kcrugion kareno 

ditongkap. dirahan, diruntut don diadili arau dikcnokan rindakan lain tanpa 

alasan yang berdasarkan 11ndong-11ndang otau karena keke/iruan mcngenai 

orcmr;nya arau karena hukwnn)'a yung diterapkan ' '. 

Tuntutan ganti kerugi(ln o!eh 1ersangka atau nlili wansny:::i atas 

penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan "ang berd<isarkan 

undang-undang a1an karem1_ kekliruan mengenai orangnya atau hukurn 

sebagaimana dimaksdu dalam ayat (I) yang perkaranya tidak diajukan ke 

Pengadilan Negeri , diputus di sidang Pra Pradilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 KUHAP. 

Dan mengenai pengertian kerugian yang ditimbulkan karena tindaJ;:an lain, 

KUHAP dalarn penjelasannya rnemberi arti yakni kerugian yang ditimbulkan oleh 

pemasuk:a11 rumah penggeledahan dan pen>1itaan yang tidak sah menu rut hukum. 

Dari apa yang dipaparbn di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa bila 

penyidik salah dalam melakukan penyitaan maka menurut Pasal 95 ayat (1) 

KUHAP dapat rnenuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. 

11 Soesilo Yuwono_ Penyele.rnian Perkara Pidana Berda.rnrk1111 KUHAP, Sit>'tem dan 
Prosedur. Alumni , Bandung, 2002_ hul. 46 
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Tuntutan gan!i rug1 clalarn pasal 'ang dimaksud bukanlah unluk tiap 

kesalahan pem'itaan yang dilakukan pcm idik !eta pi kesalahan dalam hal setelah 

penyitaan dilakukan penyiclik tersebut berkasnya ticlak diajukan ke Pengadilan 

Negeri , dernikian menurut penul1 s 

L;;bih lanJut Pasal 82 KUHAP, rnenyebutkan • 

Acara pemenksaan pr11 peradiia11 untuk hai sebagaimana dimaksud dalam pasa: 

79_ Pasal 80 clan Pasal 8 l harus memuat dengan Jelas c\asar d<m alasan-afasannya. 

Putusru1 hakim ciaiam acara peineriksaan pra peradilan mengenai hal yang 

dimaksucl dalam pasaJ 79, 80 clan 81 harus memuat dengan jelas dasar clan aJasan-

alasannya. lsi pu1usan selain rnemuat keter.tuan sebagaimana d1maksud dalam 

ayat (2) juga harus memuat hal-hal sebagai terikut • 

l . Dalam ha! putusan menetankan bah"-a scsuatu penangkapan n1au pemihanan 

tidak sah, maka penyidik, jaksa penuntut umum pada 1ingbt pemeriksaan 

masing-rnasing harus segera membebaskan iersangka 

2. Dalam ha! putusan menetapbn bahwa sesuatu penghentian penvidikan atau 

penuntutan tidak sab, penv1dikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib 

dilan_jutkan 

3, Dalam hal putusan menetapkan benda :-·ang ctis ita ada yang tidak termasuk alat 

pembuktian maka dalam ha! putusan dicanmmkan bahwa benda tersebut harus 

• 
segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa saja benda ilu disita 

J adi ketentuan Pasal 82 ayat (I) KU HAP lersebut di atas rnerupakan dasar 

hukum bagi tersangka atau orang dari siap benda itu disita, untuk menuntut 

1• : pengembalian benda yang dikenakan penyitaan ap abila benda yang disita itu tidak 
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termasuk ala! bukti dan tuntutan tersebut diajukan dalam acara sidang pra 

peradilan. 

Dalam rangka pengmvasan terhadap pelaksanaan prosedur tinclakan 

dengan sebaik-baiknya terularna dalam hai melakukan pen~·itaan, daiarn sistem 

KUHAP disediakan sarana pengmvasan melalui lembaga pra peradilan. ganti 

kerug1 rit1 dan atau rchabilitasi. 

Terlepas dari apa yang diutarakan ilu. kiranya mud ah dimengerti bah\Ya 

prosedu;· pengarnbilan iindakan dalam rangka bukum acar pidana meminta 

kecermatan secara sungguh-sungguh. Karena akibat dari kekeliruan atau 

kekurangannya bukan hanya menyangkut penyel esaian perkara yang bersangkutan 

saja_ Tet::i.pi akan mempengaruhi kehidupan masvarakat da!am ar1i luas terutama 

daiam ha! melakukan penyitaan. 

Kekeliruan atau kekurangan itu mungkin dapat berakibat seo rang ~·ang 

tidak bersaiah menjadi menanggung aib serta p enderi taan yang berkepanJangan 

apabila penerapan penyitaan dil akukan kepadanya tanpa prosedur yang sesuai 

dengan keientuan pernndang-undangan (KUHAP) . Tempi sebaliknya juga dapa! 

mengakibatkan seorang yang sepanta snya dilakukan penyitaan atasnya tidak 

dilakukan ol eh ap a rat. Kedua hal itu sama-sarna dirasakan oleh masyarakal 

sebagai suatu ha! yang tidak selaras dengan rasa keadilan. Padahal rasa keadilan 

inilah sumber dari rasa tenteram. rasa aman dan merupakan svarat untuk 

mend orong segala perkembangan masyarakat. 

S uatu as as daiam pelaksanaan penYidi k Polri ya1iu asas keperluan 

(No!l1'e11ding Nooddzake/ijk) 
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Asas ini juga berlaku dalam hal tindakan pennclik Polri dalam melakukan 

tmdakan. Adapun pengertian dari asas keperluan ini vaitu as<J s ini menentukan 

bahwa tindakan hanrn dapat -diambil apabi!a memang diperlukan untuk 

meniadakan suaiu gangguan a1au unluk mencegah lerjadi1wa suatu ganggua.ri . 

Karena kalau l111dakan yang c\iperlukan tidak dilakukan maka gangguan tersebul 

akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjacli . 12 

Dalarn hubunga1mya dengan pelaksanaan penyita<m yang dil<tkukan oleh 

penyidik POLRl rnaka asas ini sangaiial1 bertaltan sekcJi _ rvtaka dengan asas ini 

dapat dilaksanakan suatu tindakan penyitaan dengan lasan un~uk keperluan 

rnencegah te1:jadinya suatu gangguan. Misalr1\'a Polisi menyiia sebuah pistol dari 

seseorang yang tidak berhak atau tidak mempunyai izin me;nakainya, tanpa surat 

izin dmi Kelua Pengadilan Negr:;ri . Teiapi dalarn pelaksanaan selanjutnva perlu 

d iperhatikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan tersebut haruslah 

dilaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri sctempat. JVlaka ji~a tidak dilaporkan 

akan mengakibatkan ketimpangan pelaksanaan ketentuan hukurn sela:-ijulnya. 

Atau ditemukan suatu kecacatan dalarn hal pelaksanaan penuntu1ar1 terhw-iap 

pernilik pistol tersebut. 

Maka daiam hubungannya dengan pembahasan di atas, tindakan penyitaan 

y2u1g dilakukan tersebut haruslah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

selempai. TViaka jika tidak dilaporkan akan mengakibaikan keiimpangan 

pelaksanaan ketentua.1 hukurn selanjutn_ a. A.tau ditemukan sualu kecacatan dalarn 

hal pelaksanaan penuntutan terhadap pemili k pistol tersebut. 

;_ J)_i,;],o Prnkoso. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan H11ku111 , PT. Bina Aksara, 
JakRna; 1997, hc1l. 151 
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Pedu diperhati1'.an suatu proses penyitaan Yang <lilakukan berdasarkan 

ketenluan-keteniuan yang diatur dalrnn KUHAP. Selain untuk kepastian hukum 

sendiri juga bag1 terlaksananya proses per:1dilan yang sehat clan mcmpu11vai 

kekualan pembuklian \-ai1g pasli . 

T erlepas dari pembahasan di alas ad al ah merupakan suatu konseku ensi 

yang paiUl diperhalikan dalam ha i peneg<:kan hukum bahwa ketentuan hukum 

tcrsebul haruslah dipenuhi , termasuk haln:--n dalam pelak.sanaan penyitr.an, k. arena 

aki bat ) a11g diberikan tan pa ndanva ketent 11an hukum a tau keient uan hukum 

dilanggar rnaka bukan tidka mungki n penyitaan vang seharusnva benar 

diiaksanakan menjadi tidak syah akhirnva. 
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BA.B \! 

KESJMPlJLAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

i _ Pad a prinsipnya suatu penyilaan itu harus ieriebih dahulu ada izin dari Ketua 

Penagddan negcri setempat kecuali dalam hal pem·it aan itu clilakubn karena 

ierpaksa atau mendesak. ;naka sete iah 1tu peiwidik harus segern 

rnelaporkannya kepada Ketua Pengadi!an Negeri sete1~1pat t!ntuk memperoleh 

persetujuan atas peiaksanaan penyitaan yang dilakukan 

2. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka 

penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadi !an negeri !VIedan belum pemah 

menolak memberikan perse1ujuan atas penvitaan Yang sebelumnva telah 

dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan 

3. Apabila benda yang disita tidak iagi diperlukan kepentingan ~tau kegunaanny8 

baik pada tingkat penyidibn. pemrntutan maupun di perndiian, maka benda 

sitaan yang dimaksud dikemb altkan kepada Yang paling berhZlk ke0 uali benr :1 

tersebui dianggap berbaha\'a. 

dimusnahkan negara 

B. Saran 

maka bend ~ vano - :;:, 
berbaha\ a tersebui 

D: sarankan kepada masyarakal khususnya yang tersila agar sebelum penyidik 

rnelakukan penyitaan terlebih dahulu meminta snraHurat identitas dari 

petugas penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukan surat r \ 

i1in penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat 
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2. Se_1alan dengan apa :;ang menjacli tujuan clari Hukurn Acara Pidana ~;ang baru 

Yang dapat rnemberikan periindungan dan jaminan alas hukum dan 

kepentingan mawarakat khususnya dalam melakukan pem·itaan atas benda 

Yang dimiliki seseorang ~ang sebeiumnya diduga diperoleh dari suatu 

lindakan pidana. maka kepada penegak hukum yang fung~i dru1 \Ve\\,enangnya 

scbaBai pem·id1k tidak dengan mudrJ1 rnenggur'.akan upaya paksa terhadap 

benda :-ang di sita_ tetapi haruslah terlebih dahulu didasarkan kepada data-data 

alau keterangan yang Jelas_ bahwa bencla vang di sita itu merupakan benar

benar dari suatu tindak pidana sehingga penyitaan benda itu mempunyai 

kepastian hukum sebagai barang bukti 

3. Bahv,·a berhubung bsena hingga kini belum terdapat rumah peny1mpanan 

benda-bedan sitaan negara seperti ~-ai1g dimak.sud d.alam Pasal 26 a~ · at (1) 

Peratw-an Pemerintah Nomor 27 Tahun l ')83_ maka untuk keamanan dari 

benda sitaan tersebut perlu untuk secc.pmrwa mereaiisir rumah perw1mpanan 

yang dimaksud 

4. Agar rnasyarakat mengetahui seuira _1 elas tcmang kedudukan benda Siiaai: 

untuk mewu_1udkan kebenaran materiel. rn:i.ka kepada pihak penegak hukum, 

hakim, jaksa, polisi yang terkait dengann\·a dapal memb~rikan informasi yang 

jelas berupa penyuluhan-penyuluhan d1 bidang hukum sehingga masyarakat 

iiclak takut membuktikan apa yang menjadi haknya 
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